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KATA PENGANTAR 

Assalarnu'alaikum Wr.Wb, 

Alharndulillah, segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T., berkat rahmat­

Nya lab penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "JUAL BELI HAK 

MILIK A TAS TANAH YANG PEMBELINY A BEL UM DEW ASA" sebagai 

pemenuhan tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalarn 

bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. 

Penulisan skripsi ini berkenaan dengan tindakan hukum jual beli hak milik 

atas tanah yang dilakukan oleh pembeli yang belum dewasa, dimana di dalarn 

hukum ada keterkaitan antara umur atau unsur kedewasaan dengan masalah 

kecakapan bertindak dalarn tindakan hukum jual beli hak milik atas tanah. 

Penulisan ini membahas mengenai kriteria dewasa dalarn jual beli hak milik atas 

tanah menurut hukum tanah nasional dan mekanisme jual beli tanah hak milik 

yang dilakukan oleh pembeli yang belum dewasa. 

Saya menyadari bahwa dalarn proses pengembangan kerangka berfikir 

untuk mengembangkan wawasan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, saran dan kritik perbaikan dari pembaca sangat diharapkan demi 

tercapainya penulisan skripsi yang lebih baik. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya 

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. 

Setiap orang tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya, untuk 

mati manusia masih memerlukan sebidang tanah. Jurnlah luas tanah yang dapat 

dikuasai oleh manusia sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang 

berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Kemanapun kita berkeliling di 

dunia in~ akan kita saksikan bagaimana manusia ingin memperoleh sebidang 

tanah untuk kehidupannya. Dan setelah diperolehnya, akan dipertahankan sebagai 

tempat perumahan, pertanian, dan kebutuhan lainnya. 

Pada tanggal 24 September 1960, telah diundangkan dan mulai berlaku 

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 

yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). 

Dengan diberlakukannya UUP A ini, maka di Indonesia telah berlaku sebuah 

unifikasi hukum agraria yang mengakhiri suasana dualisme hukum antara hukum 

barat di satu fihak dan lain fihak di bidang hukum adat. 1 

Dalam hukum agraria, jual beli tanah merupakan salah satu cara 

pemindahan hak atas tanah yang menyebabkan hak atas tanah berpindah dari 

seseorang kepada orang lain. Jadi, pemindahan adalah perbuatan hukum yang 

sengaJa dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang 

1 Bachtiar Effendi , Kumpulan Tu/isan Tentang Hukum Tanah , Alumni , Bandung. 
1982, h.21 
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mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Dengan berlakunya UUP A dan 

Peraturan Pelaksanaannya, maka jual beli hak atas tanah berbeda dengan jual beli 

pada benda yang lain. Pada Pasal 26 ayat ( 1) UUP A, hanya memberikan istilah 

jual beli, tidak memberikan arti jual beli hak atas tanah. 

Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan hukum jual beli 

tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak, sejak itu hak 

atas tanah sudah berpindah kepada pembeli dan selanjutnya pembeli berkewajiban 

mendaftarkan pemindahan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

dimana tanah tersebut terletak. 

Sistem yang dipakai sehubungan dengan perbuatan hukum jual beli hak 

atas tanah tersebut adalah sistem yang dianut dalam hukum adat. Dengan 

demikian, sistem hukum barat tidaklah berlaku lagi. Di dalam hukum adat, sistem 

yang dipakai berkenaan dengan jual beli hak atas tanah ini, umurnnya dikenal 

dengan sistem yang konkrit atau kontan atau nyata atau riel, dimana perpindahan 

hak atas tanah serentak terjadi begitu pembayaran harga tanah diserahkan oleh 

pembeli. 

Perjanjian jual beli tidak lahir dengan sendirinya, tetapi ia dibuat oleh 

para pihak. ltu sebabnya dinamakan juga suatu "perbuatan hl)kum". Karena 

dibuat, maka ia lahir. Ia lahir dari suatu perbuatan hukum/perjanjian, bukan dari 

Undang-undang. Dan ia merupakan Undang-undang bagi yang membuat (kedua 

pihak), bahkan pihak lain termasuk Hakim harus menghormatinya. Seolah-olah 
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dibolehkan bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi 

adalah orang tua atau walinya yang bertindak untuknya. 

Di dalain hukum, umur atau unsur kedewasaan memegang peranan yang 

penting, karena ia dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak. Yang dirnaksud 

dengan kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, 

yaitu tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum itu 

dikehendaki atau dianggap dikehendaki. Tindakan tersebut diwujudkan dalam 

suatu pernyataan, baik secara tegas maupun secara diam-diam. 3 Kalau orang 

menutup perjanjian jual beli, maka penjual wajib menyerahkan obyek jual beli 

kepada pembelinya dan pembeli wajib membayar harga pembelian kepada 

penjual. Akibat hukum seperti memang dikehendak~ bahkan perbuatan para pihak 

memang tertuju kepada akibat hukum seperti itu. Inilah yang dikatakan bahwa 

dalam tindakan hukurn, akibat hukum yang muncul, dikehendaki oleh si pelaku 

tindakan. Hal itu berarti bahwa dalam tindakan hukum, unsur "kehendak" 

memegang peranan yang penting sekali, karena harus ada kehendak untuk 

melahirkan atau mengubah atau menghapus hak-hak. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan 

yang akan saya kemukakan sebagai berikut: 

1. Apa kriteria dewasa dalam jual beli hak milik atas tanah menurut hukum 

tanah nasional ? 

2. Bagairnana mekanisme jual beli tanah hak milik yang dilakukan oleh 

pembeli yang belum dewasa ? 

3 J Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1999, h. 57 
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2. Penjelasan Judul 

Skripsi ini berjudul "Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Pembelinya 

Belum Dewasa';. Judul skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Untuk mengetahui jual beli, dapat dilihat pada Pasal 1457 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan : "Jual Beli adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah 

dijanjikan". 

Menurut Boedi Harsono, pengertian jual beli tanah adalah perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-

lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan 

harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas 

tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalam hukum agraria atau hukurn 

tanah.4 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, sifat jual beli tanah menurut hukum 

adat adalah tunai, riil, dan terang. Tunai, artinya penyerahan hak atas tanah o leh 

penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli. Dengan 

perbuatan hukum jual beli tersebut, maka seketika itu juga terjadi peralihan hak 

atas tanah. Harga yang dibayarkan pada saat penyerahan hak tidak harus lunas 

atau penuh dan hal ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada selisih/sisa dari 

harga, maka hal ini dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang tunduk 

pada hukum utang piutang. Riil, artinya kehendak atau niat yang diucapkan hams 

4 Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi dan 
Pelaksanaanya, Jam batan, Jakarta, 197 l, h. 13 5 
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diikuti dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan jual beli tersebut, 

misalnya dengan diterimanya uang oleh penjua~ dan dibuatnya perjanjian 

dihadapan kepala desa. Terang, artinya untuk perbuatan hukum tersebut haruslah 

dilakukan dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 5 

Di dalam UUP A, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan jual beli, tetapi meskipun demikian, mengingat bahwa hukum agraria itu 

didasarkan pada hukum adat tentang tanah, maka berarti bahwa sistim dan asas-

asas yang dipakai dalam hukum tanah kita yang baru (UUP A) adalah sistim dan 

asas-asas hukum tanah adat. 6 

Hak milik menurut Pasal 20 ayat ( 1) UUP A adalah hak turun temurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat 

ketentuan pasal 6 UUP A, yaitu hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Turun 

temurun berarti bahwa hak milik itu tidak hanya berlangsung selarna hidupnya 

orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila 

pemiliknya meninggal dunia. Terkuat menunjukkan bahwa hak milik merupakan 

hak atas tanah yang paling kuat diantara hak-hak atas tanah yang lain. Terpenuh 

artinya hak milik itu memberikan wewenang penggunaan yang luas bila 

dibandingkan dengan hak ·atas tanah yang lain. Hak milik atas tanah juga 

5 Urip Santoso, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli, Majalah YURIDIKA, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Volume. 17, No. 5, September 2002, h. 492 
dikutip dari Maria S.W. Sumardjono, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA , 
Majalah Mimbar Hukum , Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, No. 18/X/93, Yogyakarta, 
1993, h. 11 

6 Harianto T, Mendapatkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah , Usaha Nasional , 
Surabaya, 1985, h. 10 
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berfungsi sosial, ialah adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan 

kepentingan individu dalam penggunaan tanah hak milik. 7 

Tanah adalah permukaan bum~ maka hak atas tanah itu adalah hak untuk 

mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah 

umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk. 8 

Sedangkan menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 5, hak atas tanah adalah 

hak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUP A. 

Pembeli menurut Kamus U mum Bahasa Indonesia adalah orang yang 

membeli. 9 

Dewasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sampai umur, 

akil balig. 10 

Dalam Pasal 330 KUH Perdata dinyatakan bahwa : 

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua 

puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah" . 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Di dalam perbuatan hukum, umur memegang peranan yang penting . . 

Banyak peraturan-peraturan hukum yang tersebar dalam berbagai bidang 

mengandung unsur umur atau unsur kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya 

ketentuan-ketentuan tertentu. Maksudnya, dalam berbagai ketentuan-ketentuan 

7 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
1994, h.236 

8 K Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , Cet. V, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, 
h.15 

9 W. J. S. Poerwadarminta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 
Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. I 13 

10 Ibid, h. 248 
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tersebut, unsur umur atau kedewasaan itu disebutkan secara khusus. Padahal di 

dalam hukum, masalah "kedewasaan" dikaitkan dengan unsur umur yang 

dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak. Oleh karena itu, penulis mencoba 

untuk memberi penjelasan mengenai unsur umur dan kedewasaan yang dipakai 

untuk mengukur apakah orang yang melakukan tindakan hukum sudah bisa 

menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya. Disini, penulis akan memberi 

keterangan mengenai kriteria dewasa sehingga dapat dianggap cakap/mampu 

untuk bertindak sendiri dalam hukum, khususnya dalam tindakan hukum jual beli 

hak milik atas tanah. Sedangkan mengenai orang yang belum dewasa, ia tetap 

dapat melakukan tindakan hukum asalk:an ia diwakili oleh orang tua atau walinya. 

Undang-undang sendiri yang menentukan demikian, dengan maksud untuk 

melindungi kepentingan orang yang belum dewasa. 

Dengan demikian, umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya 

hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan 

hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur kedewasaan atau kebelum 

dewasaan, yang kesemuanya pada akhimya bergantung dari unsur umur. Jelas 

sekali bahwa hukum kita membedakan antara orang dewasa dan yang belum 

dewasa. 

Untuk membuktikan perbuatan hukum hak atas tanah, diperlukan suatu 

alat bukti, yaitu akta PPAT. Hal ini dilakukan agar pembeli terhindar dari 

sengketa. Karena dalam akta jual beli biasanya ada ketentuan bahwa tanah yang 

dijual bebas dari perselisihan dan sitaan. Yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta PP AT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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Akta PP AT yang merupakan product Pejabat Pembuat Akta Tarrah 

(PP AT) adalab sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan hukum hak atas 

tanah, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, dan peristiwa hukum kematian yang 

menimbulkan pewarisan. Sehingga, Aleta PP AT tersebut adalah merupakan bukti 

bahwa telah terjadi jual beli, yakni bahwa pembeli telah menjadi pemiliknya dan 

pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tersebut 

bukanlah merupakan syarat sahnya transaksi jual beli tanah tersebut, dan 

pendaftaran disini hanya berfungsi untuk memperkuat pembuktiannya terhadap 

pihak ketiga/umum. 

4. Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dewasa dalam 

jual beli hak milik atas tanah menurut hukum tanah nasional dan mekanisme jual 

beli tanah hak milik yang dilakukan oleh pembeli yang belum dewasa. 

5. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Pemahaman dan pengkajian masalah dilakukan dengan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan komparatif, bahwa permasalahan ditinjau 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

masalah. Untuk mendukung hal tersebut, penulis juga mengadakan pendekatan 

dengan responden melalui wawancara dengan pejabat atau pegawai yang 

berwenang, yaitu notaris-PPA T dan staf BPN. 
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2. Swnber Bahan Huk:wn 

Untuk: menunjang penulisan skripsi ini, maka saya menggunakan sum.her 

bahan huk:wn : 

a. Bahan huk:wn primer meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

aktajual beli dan surat kuasa. 

b. Bahan huk:wn sekunder meliputi buku-buku tentang pertanahan dan buk:u­

buk:u yang berkaitan dengan penulisan dan kamus. 

3. Prosedur Pengwnpulan Bahan Huk:um 

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan sistem pendekatan 

(approach) ke notaris dan staf BPN dengan cara wawancara (interview) untuk 

mendapatkan informasi dengan proses tanya jawab secara lisan antara penulis 

dengan responden. Se lain dengan sistem pendekatan (approach), saya juga 

menggunakan sistem kartu (card sistem) melalui prosedur identifikasi dan 

inventarisasi bahan-bahan huk:wn primer dan sekunder secara kritis untuk: 

selanjutnya melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan topik 

penulisan dan tujuan penulisan. Dalam sistem kartu ini dibagi untuk: tiga macam 

kartu, yaitu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. 

Dalam mengwnpulkan bahan huk:wn, kartu-kartu disusun berdasarkan 

nama pengarang (subyek), tetapi dalam penguraian dan analisis dilakuk:an 

berdasarkan obyek sesuai dengan topik pembahasan. Bahan-bahan huk:wn yang 

diperoleh dan diolah dengan cara identifikasi dan inventarisasi secara kritis, untuk: 

selanjutnya melalui proses klasifikasi yang legal sistematis sesuai dengan tema 

yang terwnus untuk: dianalisis. 
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4. Analisis Bahan Hukum 

Dilakukan legal listening dengan menggunakan metode silogisme dan 

dibantu dengan metode intepretasi. Kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan 

aspek-aspek hukum serta teori dan peraturan yang ada guna mendapatkan suatu 

kesimpulan terhadap hasil penelitian mengenai jual beli hak milik atas tanah yang 

pembelinya belum dewasa. 

6. Pertangggungjawaban Sistematika 

Skripsi yang berjudul "Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang 

Pembelinya Belum Dewasa" dibagi menjadi 4 bah agar lebih mudah dipahami. 

Bab I tentang pendahuluan yang menguraikan garis besar permasalahan 

untuk memberikan pengetahuan dan gambaran secara umum 

Bab II membahas mengenai kriteria dewasa dalam jual beli hak milik 

atas tanah menurut hukum tanah nasional. Pembahasannya meliputi ; 

perbandingan kriteria dewasa menurut hukum adat, hukum islam, BW dan hukum 

tanah nasional/hukum agraria ; syarat-syarat sahnya jual beli ; beserta akibat­

akibat hukumnya. 

Bab III membahas mengenai mekanisme jual beli tanah hak milik yang 

dilakukan oleh pembeli yang belum dewasa. Pembahasannya meliputi ; perwalian 

oleh orang tua atau walinya dan akibat hukum dari tindakan hukum orang yang 

belum dewasa. 

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil pembahasan Bab I dan Bab II sesuai dengan pokok bahasan. 
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BAB II 

KRITERIA DEW ASA DALAM JUAL BELi HAK MILIK AT AS 

TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL 

1. Jual Beli Hak Milik Atas Taoah 

1.1. Jual Beli Suatu Perbuatao Hukum 

Jual beli yang dimaksudkan disini adalah jual beli hak atas tanah. 

Dalam praktek disebut jual beli tanah. Secara yuridis, yang 

diperjualbelikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Dengan kata 

lain, yang menjadi obyek jual beli disini adalah hak atas tanah, karena 

pada dasarnya yang menjadi tujuan orang membeli hak atas tanah 

adalah supaya pembeli dapat secara sah menguasa1 dan 

mempergunakan tanah. 

Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan 

suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk 

mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Sedangkan 

pengertian jual beli menurut KUH Perdata (BW) dan menurut hukum 

adat sangatlah berbeda, meskipun istilahnya sama. Sedangkan UUP A 

tidak menjelaskan pengertian jual beli itu, tetapi karena dasar 

pembentukan UUP A (hukum agraria nasional) ini adalah hukum adat, 

maka pengertian jual beli menurut UUP A dapat dilihat pada hukum 

adat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 56, dan Pasal 

58 UUPA. 

12 
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Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 UUP A menyebutkan 

bahwa hukum adatlah yang berlaku untuk Hukum Agraria yang baru, 

tetapi hukum adat yang dinyatakan berlaku itu bukannya hukum adat 

yang murni. Hukum yang dimaksudkan oleh Pasal 5 UUPA ini adalah 

hukum adat yang tidak bo leh bertentangan dengan : 

1. Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa ; 

2. Sosialisme Indonesia ; 

3. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria; 

4. Peraturan-peraturan lainnya di bidang agraria; 

5. Dengan unsur-unsur hukum agraria. 

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UUP A, 

dapat kita ketahui bahwa hukum adatlah yang diberlakukan untuk 

Hukum Agraria yang baru. Dengan demikian, tentunya sistem yang 

dipakai sehubungan dengan perbuatan hukum jual beli hak atas tanah 

tersebut adalah sistem yang dianut dalam hukum adat, sedangkan 

sistem hukum barat tidaklah berlaku lagi. 

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 5 UUP A tersebut adalah 

berkenaan dengan balik nama tanah, dimana tentunya pengertian balik 

nama tanah dalam sistem yang dianut oleh UUP A adalah pengertian 

yang didasarkan kepada hukum adat, misalnya saja dalam hal 

perbuatan hukum jual beli tanah (jual lepas), dimana jual lepas ini 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Jual Beli Hak... Laxmi Ika Puspita



14 

adalah merupakan transaksi riil dan tunai atas tanah. 1 Penyerahan hak 

atas tanah dan pembayaran harga atas tanah yang menjadi obyek 

perbuatan hukum tersebut dilaksanakan pada saat yang sama. Dengan 

dibuatkannya akta jual beli oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. IO Tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria No. 10 

Tahun 1966, maka selesailah sudah perbuatan hukum/transaksi jual 

beli tanah tersebut. 

Dari hal tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa perbuatan 

hukum jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatan pemindahan 

hak, sejak itu hak atas tanah sudah berpindah kepada pembeli dan 

selanjutnya pembeli sudah berwenang untuk mendaftarkan peralihan 

hak tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana tanah 

tersebut terletak. 

Berkenaan dengan pengertian jual beli tanah, Boedi Harsono 

menyatakan bahwa jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang 

berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-

lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga 

menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan 

beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu 

termasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah. 2 

1 Bachtiar Effendi, op.cit, h. 82 
2 Boedi Harsono, toe.cit 
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Dalam hukum adat, pengertian jual beli tanah adalah merupakan 

suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah 

yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu 

pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut 

kepada penjual. Sejak itu, hak atas tanah telah beralih dari penjual 

kepada pembeli. 3 Dengan kata lain, bahwa sejak saat itu pembeli telah 

mendapat hak milik atas tanah tersebut. Jadi, jual beli menurut hukum 

adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual 

kepada pembeli. 

Jual beli tanah menurut hukum adat terdapat satu perbuatan 

hukum, yaitu hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli 

pada saat dibayarnya harga tanah secara tunai ( contant) oleh pembeli 

kepada penjual. Jual beli tanah menurut hukurn adat bukanlah 

merupakan perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1457 

KUH Perdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan 

untuk memindahkan hak atas tanah dari pemegang hak (penjual) 

kepada pembeli dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai 

(contant) dan dilakukan secara terang.4 

Jual beli tanah menurut hukum adat bersifat contant atau tunai. 

Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang 

bersamaan. Pada saat itu, jual beli tersebut menurut hukum telah 

selesai. Sisa harga yang belum dibayar, dianggap sebagai utang 

. 
3 K Wantjik Saleh, op.cit, h. 30 
4 Urip Santoso, op.cit, h. 493 
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pembeli pada bekas pemilik, atas dasar perjanjian utang piutang yang 

dianggap terjadi antara pembeli dan bekas pemilik, segera setelah jual 

beli tanah tersebut dilakukan. Ini berarti, jika kemudian pembeli tidak 

membayar sisa harganya, maka bekas pemilik tanah tidak dapat 

membatalkan jual beli tanah tersebut. Penyelesaian pembayaran sisa 

harga tersebut dilakukan menurut hukum perjanjian utang piutang. 

Biasanya, jual beli tanah itu. dilakukan di muka kepala adat ( desa), 

yang bukan hanya bertindak sebagai saksi, tetapi dalam kedudukannya 

sebagai kepala adat ( desa) yang menanggung bahwa jual beli tersebut 

tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya di muka 

kepala adat, jual beli itu menjadi ''terang", bukan perbuatan hukum 

yang "gelap", artinya pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat 

yang bersangkutan sebagai pernilik yang baru dan akan mendapat 

perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya 

dari pihak yang menganggap jual beli tanah tersebut tidak sah. 5 

Sebagai perbandingan, kita tinjau pula pengertian jual beli tanah 

dalam hukum barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata/BW). Menurut Pasal 1457 KUH 

Perdata : "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak 

yang lain membayar harga yang telah dijanjikan." Dari perumusan 

pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjual dan pembeli 

5 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Te/aah dari Sudut 
Pandang Praktisi Hukum, Cet. IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 16 
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terdapat hak dan kewajiban 
. . 

masmg-masmg. Pihak penjual 

berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, sedangkan pihak 

pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang dibeli 

kepada penjual. 

Pada saat kedua pihak itu, yaitu pembeli dan penjual telah 

mencapai kata sepakat, maka jual beli telah dianggap terjadi, walaupun 

tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Akan tetapi, 

sekalipun jual beli itu telah dianggap terjadi, namun hak atas tanah itu 

belum berpindah kepada pembeli. Untuk pemindahan hak itu masih 

diperlukan suatu perbuatan hukum lain yang berupa penyerahan hak, 

yang dalam istilahnya hukurnnya disebut ''juridische levering" 

(penyerahan menurut hukum), yang hams dilakukan dengan 

pembuatan akta ·di muka dan oleh pejabat balik nama. Perbuatan 

hukum tersebut di masyarakat terkenal dengan sebutan "Balik Nama". 

Jadi tegasnya, sebelum dilangsungkan balik nama itu, maka hak atas 

tanah be I urn berpindah dari penjual kepada pembeli. 6 

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa jual beli tanah 

menurut hukum barat terdiri atas dua bagian, yaitu perjanjian jual 

belinya dan penyerahan haknya, yang keduanya itu terpisah satu 

dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai, 

biasanya dengan suatu akta notaris, tetapi kalau hal yang kedua belum 

6 K Wantjik Saleh, op.cit, h. 31 
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dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap sebagai semula, 

yakni masih hak milik penjual. 

1.2. Subyek Bak 

Menurut Pasal 2 dan Pasal 539 ayat 2 KUH Perdata, subyek hak 

adalah apa saja yang dapat mempunyai/memiliki hak atas benda, dan 

karena itu anak yang masih dalam kandungan dapat termasuk sebagai 

subyek hak. 

1.2.1. Subyek Penjual 

Hal pertama yang harus jelas ialah calon penjual harus berhak 

menjual tanah itu. Yang dimaksud adalah si pemegang yang sah dari 

hak atas tanah itu, yaitu orang yang memiliki tanah itu. Tentu saja 

yang berhak/pemilik dapat mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa 

kepada orang lain. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, 

maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. T etapi bila pemilik 

sebidang tanah adalah dua orang, maka yang berhak menjual tanah itu 

ialah kedua orang itu bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang 

bertindak sebagai penjual. Begitu juga kalau pemilik tiga orang atau 

lebih, maka semua pemilik harus bertindak sebagai penjual. Seorang 

saja tidak ikut, maka yang lain tidak berhak menjual, sekalipun bagian 

yang tidak ikut itu lebih sempit dari yang lain. 

Yang berhak atau pemilik sebidang tanah yang sudah 

bersertifikat adalah orang/badan hukum yang disebut dalam sertifikat 

itu sebagai pemegang hak. Pemegang hak itu mungkin orang yang 
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sudah dewasa, mungkin pula orang yang belum dewasa. Orang 

dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dapat bertindak sendiri, baik 

ia sedang terikat dalam perkawinan maupun sudah cerai atau belum 

kawin. Yang masih dibawah umur harus diwakili oleh orang tuanya 

kalau masih ada. Kalau ayah atau ibunya sudah meninggal, maka ia 

diwakili oleh walinya. Tanah anak dibawah umur hanya boleh dijual, 

jika penjualan itu benar-benar untuk kepentingan anak itu.7 

Kalau jual beli tanah hak yang bersertifikat, kuasanya minimal 

harus dilegalisasi dihadapan notaris. Artinya, yang berhak atas tanah 

itu menandatangani kuasa untuk menjual dihadapan notaris, dan 

notaris tersebut menyaksikan pihak yang menjual itu menandatangani 

dan menguatkan bahwa orang itu benar telah menandatangani kuasa 

tersebut. Kalau dibuat dihadapan notaris, kekuatan pembuktiannya 

sempurna8 

Mungkin terjadi bahwa seseorang berhak atas suatu tanah, tetapi 

orang itu tidak berwenang menjualnya, kalau tidak dipenuhi syarat 

tertentu. Misalnya, tanah adalah milik seorang anak berumur 12 tahun 

dan dalam sertifi.k:at tercatat anak itu sebagai pemegang hak. Anak itu 

tidak berwenang melakuk:an jual beli, walaupun ia yang berhak atas 

tanah itu. Jual beli boleh terlaksana kalau yang bertindak adalah ayah 

anak itu sebagai orang yang melakukan kekuasaan orang tua. 

7 Effendi Perangin I, Mencegah Sengketa Tanah , Cet. I, CV Rajawali , 
Jakarta, 1986, h. 23 

8 Wawancara dengan Notaris-PPAT Surabaya, Lukas Hardijaja Gani, tanggal 
19 Oktober 2004 
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Jika suatu jual beli tanah dilakukan, tetapi temyata yang menjual 

tidak berwenang menjual atau si pembeli tidak berwenang membeli, 

walaupun si penjual adalah berhak atas tanah itu atau si pembeli 

berhak membeli, maka akibatnya jual beli itu dapat dibatalkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Lagipula, Kantor Pertanahan akan 

menolak pendaftaran jual beli itu.9 Pemegang hak/pemilik tanah dapat 

mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan memberi kuasa. Kuasa 

itu harus tertulis dan dibuat dihadapan notaris. Boleh akta notaris, 

boleh pula dibawah tangan, tetapi tandatangannya dilegalisir oleh 

notaris. Surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa khusus, dimana 

surat kuasa itu harus menyebut menjual tanah tertentu secara jelas dan 

pasti. Surat kuasa yang bersifat umum tidak dapat digunakan untuk 

jual beli tanah, sebab belum tegas, belum ada kekhususannya. 10 

Untuk penjua~ istilahnya bukan akta notariil, tetapi Penetapan 

Pengadilan. Berarti, nanti ada Penetapan dari Pengadilan bahwa 

penjual ini diwakili oleh orang tuanya, bisa untuk menjual hak 

miliknya/melepaskan haknya. Jadi, untuk penjual, tidak perlu akta 

notariil, karena anak tersebut pasti sudah dewasa, tetapi Penetapan 

Pengadilan yang diperlukan. Kalau akta notariil, berarti anaknya sudah 

9 Effendi Perangin II , Praktek Jual Beli Tanah , PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 1987, h. 4 

10 Wawancara dengan Notaris-PPAT Surabaya, Wachid Hasyim , tanggal 15 
September 2004 
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dewasa, sehingga tidak perlu akta notariil, tetapi Penetapan 

Pengadilan. 11 

Kalau menjual, terkadang ada anak di bawah umur, m1 

dibutuhkan Penetapan Pengadilan, yang isinya bahwa anak tadi 

mengangkat wali orang tuanya sebagai wali untuk mewakili dirinya 

melakukan jual beli, karena ia masih di bawah umur dan memberi ijin 

. jual kepada orang tua ·yang diangkat wali tadi untuk melakukan 

penjualan atas obyek apa yang dijual. 12 

Mengenai hak penjual, terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, 

dimana penjual berhak menuntut harga pembayaran atas barang-barang 

yang diserahkannya. 

Sedangkan mengenai kewajiban penjual adalah sebagai berikut : 

1. Menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si 

pembeli (vide Pasal 1457 KUH Perdata); 

2. Menanggung barang yang dijual itu. 

Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata. 

Yang dikatakan sebagai kewajiban menanggung oleh si penjual ini ada 

2 macam, yaitu : 

a. Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual kepada s1 

pembeli berlangsung secara damai ; 

b. Menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi. 

11 Wawancara dengan Asisten Notaris-PPAT Surabaya, Abdullah Hafid, 
tanggal 5 Oktober 2004 

12 Wawancara dengan Staf bagian pengukuran dan pendaftaran tanah BPN 
Surabaya, Suindiati, tanggal I November 2004 
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Ad 2 (a): 

Menjamin penguasaan benda yang dijual berlangsung secara 

aman. Hal ini termasuk penanggungan terhadap pihak ketiga. 

Maksudnya, setelah terjadi jual beli itu, jangan sampai ada gugatan 

dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa dia pemilik benda yang 

dijual itu. 

Ad 2 (b) : 

Menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi. 

Yang dimaksudkan ialah mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai 

sebagaimana mestinya (vide Pasal 1504 KUH Perdata). 

1.2.2. Subyek Pembeli 

Seperti halnya pada penjual, pembeli juga dapat bertindak sendiri 

atau melalui kuasa dalam hal melakukan perbuatan hukum jual beli 

tanah. Dan surat kuasa yang digunakan juga surat k:uasa khusus. 

Anak dibawah umur boleh membeli tanah, tetapi dalam jual beli 

tersebut ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Dan tidak perlu 

memakai akta di bawah tangan, karena uang yang digunakan untuk 

membeli tanah tersebut adalah uang milik orangtuanya yang 

diatasnamakan anaknya yang belum dewasa tersebut. Kalau anak itu 

sudah dewasa, tidak perlu ada perubahan hukum karena tanah yang 

dibeli tersebut sudah menjadi haknya si anak yang belum dewasa itu. 

Dan kalau mau menjual, tidak perlu izin orang tua. Berikut ini adalah 
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dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembeli yang belum 

d 
. 13 ewasa, ya1tu : 

Akte kelahiran Surat nikah orang tua 

KSK KTP orang tua. 

Untuk pembeli yang belum dewasa, pada umurnnya tidak 

diperlukan Penetapan Pengadilan dan juga tidak perlu memakai akta 

notariil, cukup orang tua sebagai wali. Tetapi sekarang ini, ada 

kecenderungan di BPN, untuk menjadi wali buat anak tersebut 

dibutuhkan Penetapan Pengadilan, hanya untuk lebih aman dari segi 

hukurnnya. Untuk membuktikan perwalian adalah dengan akte 

kelahiran bagi anak di bawah umur. Sedangkan prosedurnya, cukup 

orang tua anak tersebut itu hadir dihadapan notaris dengan membawa 

data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pembeli yang 

masih di bawah umur itu. 14 

Hak pembeli adalah berhak menuntut penyerahan barang yang 

telah dibelinya. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga 

pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam 

perjanjian (vide Pasal 1393 KUH Perdata). 

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si 

pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana 

penyerahan harus dilakukan (vide Pasal 1514 KUH Perdata). Kalau 

13 Wawancara dengan Asisten Notaris-PPAT Surabaya, Abdullah Hafid, 
tanggal 5 Oktober 2004 

14 Wawancara dengan Notaris-PPAT Surabaya, Lukas Haridjaja Gani , tanggal 
28 Oktober 2004 
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kita perhatikan isi Pasal 1514 KUH Perdata ini, maka sebenamya yang 

dikehendaki adalah bahwa penyerahan barang dan pembayaran harga 

dilakukan secara kontan. 

1.3. Asas-asas Perjanjian Jual Beli 

Dalam perjanjian jual beli, terdapat asas-asas sebagai berikut : 

a. Asas Konsensualisme 

Dalam sektor perjanjian, pertama-tarna harus ditonjolkan bahwa 

kita berpegang pada asas konsensualisme, yang merupakan syarat 

mutlak bagi hukum perjanjian yang modem dan bagi terciptanya 

kepastian hukum. 

Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu peIJanJian 

disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu 

perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju 

atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah 

pada dasamya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya, itu 

sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan 

perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat 

mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu 

formalitas. 15 

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu 

bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya 

sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan 

15 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XII, PT lntennasa, Jakarta, 1990, h. 15 
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bahwa perJanJian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) 

sudah ~ilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada 

detik tersebut perjanjian sudah sah dan mengikat, bukannya pada 

detik-detik lain yang kemudian atau yang sebelumnya. 

Berpegang pada asas konsensualisme, berarti melepaskan 

anggapan-anggapan dalam hukum adat kita, bahwa perkataan saja 

belum mengikat dan bahwa untuk menciptakan ikatan itu perlu adanya 

"uang panjer" atau "uang pengikat" atau lain-lain sebagainya. Dan 

melepaskan pula gagasan bahwa seseorang dapat membebaskan 

dirinya dari ikatan, dengan mengembalikan uang panjer tersebut atau 

dari pihaknya si pemberi panjer, dengan membiarkan uang panjer itu 

dirniliki oleh pihak lainnya. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) 

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya". 

Pasal 1338 KUH Perdata ini mengandung suatu asas kebebasan 

dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut 

sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan "semua", maka 

pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pemyataan kepada 

masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja 

(asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka 

yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Dengan perkataan 
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lain, dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat Undang-undang 

bagi diri sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku bila 

atau sekedar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang 

dibuat itu. Asas kebebasan berkontrak itu berpangkal pada adanya 

kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya. 

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa para pihak 

perjanjian terikat oleh: 

1. Apa yang diperjanjikan 

2. Kepatutan/keadilan 

3. Kebiasaan 

4. Undang-undang 

Hukum perjanjian tertulis (KUH Perdata) terletak pada urutan 

terakhir. Hal ini berarti bahwa dalam hal tidak diatur dalam perjanjian 

atau tidak berlawanan dengan kepatutan/keadilan dan tidak diatur 

dalam hukum tidak tertulis (kebiasaan), maka barulah diterapkan 

ketentuan dalam Undang-undang. Jadi, KUH Perdata (hukum tertulis) 

hanyalah pelengkap saja, yaitu hanya dipakai atau diterapkan dalam 

hal ketentuan tersebut tidak didapatkan dalam perjanjian, kepatutan 

atau kebiasaan. 16 

c. Asas Itikad Baik (Good Faith) 

Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. 

Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada 

16 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Cet. 11, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 38 
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pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak rnenyernbunyikan 

sesuatu yang buruk yang dikernudian hari dapat rnenirnbulkan 

kesulitan-kesulitan. Sedangkan itikad baik dalarn tahap pelaksanaan 

perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak 

tanduk suatu pihak dalarn hal rnelaksanakan apa yang telah 

dijanjikan. 17 

d. Asas Kepribadian (Privity of Contract) 

Pasal 1340 KUH Perdata rnenyatakan bahwa "Perjanjian-

perjahj ian tidak dapat rnerugikan kepada pihak ketiga dan tidak dapat 

rnenguntungkan pihak ketiga pula, kecuali untuk hal yang diatur dalarn 

Pasal 1317 KUH Perdata". Pasal 1340 KUH Perdata ini rnenyatakan 

tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-

pihak yang rnernbuat perjanjian saja. Ruang lingkup ini hanyalah 

terbatas pada para pihak dalarn perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga 

(atau pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut rnenuntut suatu hak 

berdasarkan perjanjian itu. Ruang lingkup berlakunya perjanjian ini 

dikenal sebagai prinsip Privity of Contract atau asas kepribadian. 

Pasal 1317 KUH Perdata rnemperbolehkan untuk rnerninta 

ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang (pihak ketiga) bila 

perjanj ian a tau pernberian terse but rnernuat ketentuan seperti itu. 

Ketentuan untuk rnerninta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan 

pihak ketiga tidak dapat ditarik kernbali bila pihak ketiga itu telah 

17 Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 
1980, h. 24 
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menyatakan menerimanya. Pengecualian dari Privily of Contract yang 

terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata, yaitu janji untuk kepentingan 

pihak ketiga sebenamya adalah memberikan atau menyerahkan haknya 

pada pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga itu adalah merupakan subyek hak. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 1318 KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap 

bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang 

memperoleh hak daripadanya. 

1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Jual Deli 

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 

KUH Perdata, dengan sendirinya berlaku juga bagi sahnya perjanjian 

jual beli, yaitu : 

I. Kata sepakat antara penjual dan pembeli ; 

2. Kemampuan/kecakapan baik penjual maupun pembeli untuk 

mengikat diri ; 

3. Obyek tertentu/yang dapat ditentukan; 

4. Sebab/kausa yang halal. 

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap 

perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat 

ini bila ingin menjadi perjaajian yang sah. Keempat syarat pokok ini 

dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu : 

A. Kelompok syarat subyektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang 

berhubungan dengan subyeknya yang terdiri dari : 
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1. Kesepakatan 

2. Kecakapan 

B. Kelompok syarat obyektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang 

berhubungan dengan obyeknya yang terdiri dari: 

1. Hal yang tertentu 

2. Sebab yang halal 

Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini 

digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum 

atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. 

Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dari 

semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. 

Sedangkan perjanjian yang dapat dirnintakan pembatalannya adalah 

perjanjian yang dari semula berlaku, tetapi perjanjian ini dapat 

dirnintakan pembatalannya dan bila tidak dirnintakan pembatalannya, 

maka perjanjian ini tetap berlaku. Dalam hal syarat obyektif tidak 

dipenllhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Sedangkan dalam hal 

syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal Clemi 

hukum, melainkan dapat dirnintakan pembatalannya. Dengan kata lain, 

perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan ( oleh hakim) 

atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. 18 

18 Hardijan Rusli, op.cit, h. 44 
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Berikut ini akan diuraikan satu persatu mengenai syarat-syarat sahnya 

perjanjianjual beli, yaitu sebagai berikut : 

1. S yarat Sepakat 

Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya adalah 

merupakan pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi 

perjanjian. 19 Dengan kesepakatan, dirnaksudkan bahwa antara pihak-

pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa 

yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh 

yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. 

Mengenai syarat pertama sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 

1320 KUH Perdata, yaitu keharusan adanya kata sepakat antara kedua 

belah pihak yang membuat perjanjian. Berarti, kedua pihak sama-sama 

sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli. Jadi, suatu 

perjanjian sudah ada/mengikat jika sudah ada kesepakatan tentang hal-

hal yang pokok dari perjanjian itu. 

Tapi lain halnya dengan perjanjian jual beli tanah, karena ada 

ketentuan atau formalitas lain/tertentu, maka mutlak dibuatkan suatu 

perjanjian tertulis (akte). Perjanjian tertulis itu atas kehendak atau 

kemauan bersama secara bilateral (timbal balik) yang berbentuk akte 

jual beli, harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang khusus 

ditunjuk, yakni PPAT.20 

19 Ibid, h. 50 
20 John Salindeho, op.cit, h. 48 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Jual Beli Hak... Laxmi Ika Puspita



31 

2. Syarat Cakap 

Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan 

sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri 

yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.21 Meskipun 

berlaku terhadap perbuatan hukum pada umumnya, disini hanya 

kecakapan melakukan perbuatan hukum yang dibahas sejauh mengenai 

perjanjian obligatoir. 

Agar suatu tindakan menimbulkan akibat hukum yang sempurna, 

maka orang yang bertindak, pada saat tindakan dilak:ukan harus 

mempunyai kematangan berpik:ir, yang secara normal mampu 

menyadari sepenuhnya tindakannya dan akibat dari tindakannya. 

Orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari 

tindak:annya, dalam hukum disebut dengan cakap bertindak:.22 

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perik:atan-perik:atan bila ia oleh Undang-undang 

tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal ini merupakan dasar hukum yang 

menyatakan bahwa orang adalah subyek hukum. Undang-undang yang 

menyatakan siapa-siapa yang tidak cakap adalah Pasal 1330 KUH 

Perdata yang berbunyi : tidak cakap untuk membuat perjanjian-

perjanjian, adalah : 

a. Orang-orang yang belum dewasa ; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 

21 Mr. J. H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (terjemahan 
Djasadin Saragih), 1985, h. 20 

22 J Satrio, op.cit, h. 55 
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c. Orang-orang perempuan. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka pada asasnya 

setiap orang akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap untuk 

mengadakan/membuat suatu perjanjian. Yang di bawah umur dengan 

sendirinya tidak cakap untuk berbuat demikian, begitupun yang berada 

dibawah pengampuan (curatele) atau perempuan sesuai Undang­

undang. 

Mengenai orang perempuan, sebagaimana Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 telah dicabut, dan 

sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, suami dan istri sekarang berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. Jadi, yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUH 

Perdata sekarang hanyalah : 

a. Orang yang belum dewasa ; dan 

b. Yang ditaruh di bawah pengampuan. 

3. Syarat Obyek (hal) tertentu 

Apa yang diperjanjikan harus dicanturnkan dengan jelas. Dalam 

hal ini, obyek (hal) tertentu adalah akte jual beli. Disini, harus 

dibentangkan mengenai luas tanah, letaknya, setifikat, hak yang 

melekat, dan lain sebagainya, demi mengelakkan kemelut hukum dan 

atau hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak harus tertuang dengan 

jelas. 
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4. Syarat Sebab yang halal 

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat keempat untuk suatu 

perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab (causa) yang halal. 

Sebab (causa) yang dimaksudkan ini adalah isi perjanjian. Misalnya 

dalam suatu perjanjian jual beli, isinya adalah : pihak yang satu 

menghendaki uang. Maksudnya, jika ada dua pihak, maka pihak yang 

satu menginginkan uang sampai ia menjual tanah hak milik, sedangkan 

pihak yang lain ingin memilikinya. Persesuaian yang ada diantara dua 

pihak itu, disitulah terletak "sebab yang halal" itu. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebab (causa) 

yang dimaksud bukanlah sebab · sehingga seseorang membuat suatu 

perjanjian. Bukanjuga suatu doronganjiwa, suatu keinginan atau suatu 

kemauan dari seseorang yang menyebabkan ia melakukan suatu 

perjanjian. Hukum tidak mengenal hal ini untuk dituangkan dalam 

suatu perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab (causa) dari 

suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. 

Syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli yang telah dijelaskan 

diatas adalah menurut KUH Perdata, sedangkan syarat sahnya jual beli 

tanah menurut hukum adat adalah pihak penjual dan pembeli harus 

memenuhi syarat materiil sebagai subyek dari tanah yang 

diperjualbelikan, dan syarat formalnya adalah jual beli tersebut 
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dilakukan dihadapan kepala desa (kepala adat) dimana tanah yang 

diperjualbelikan tersebut terletak.23 

2. Kriteria Dewasa Dalam Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 

2.1. Kedewasaan Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam 

Bagi golongan pribumi, untuk hukum perdata berlaku ketentuan 

hukum adat, dan sebagai hukum asli bangsa Indonesia sendir~ kita 

perlu menengok hukum adat. Pada umumnya, dalam masyarakat adat 

yang sederhana, pernikahan dan keluarnya orang dari rumah keluarga 

(mencar) dan mulai hidup sebagai suatu keluarga batin, merupakan 

suatu peristiwa yang sangat penting, yang menandakan dimulainya 

satu kehidupan yang lebih mandiri, sekalipun mungkin hanya masuk 

dalam satu karnar tersendiri dan masih tetap ada di dalam rumah 

keluarga. Karenanya dikatakan, bahwa menurut adat, seorang anak 

laki-laki dianggap dewasa, apabila ia berhenti menjadi "anak rumah" 

dan pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua, mendirikan rumah 

sendiri. Ter Haar mengemukakan faktor matang untuk menikah 

sebagai salah satu faktor untuk mengukur kedewasaari dalam hukum 

adat. 

Dapat dibayangkan, bahwa mereka yang telah menikah, sedikit 

banyak harus mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya, mereka 

sedikit banyak telah menjadi mandiri. Disini tampak bahwa 

kedewasaan tidak dihitung berdasarkan banyaknya tahun yang telah 

23 Urip Santoso, loc.cit 
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dilewati oleh yang bersangkutan, tetapi didasarkan atas kenyataan yang 

ada. Menurut Soepomo, batas antara belum dewasa dan dewasa, hanya 

dapat dilihat dari "belum cakap dan cakap", artinya belum mampu 

memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. 

M.A dalam keputusannya No. 601 K/Sip/1976, tertanggal 2 

November 1976 mengatakan : "Menurut hukum adat, seorang laki-laki 

dianggap telah dewasa kalau ia sudah cakap bekerja (kuat gawe)". 

Jadi, dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat, yang belum dewasa 

adalah mereka-mereka yang belum menikah, belum kuat gawe, yang 

belum dapat mengurus kepentingannya sendiri. Soepomo mengatakan 

bahwa kuat gawe artinya sudah bekerja sendiri, sudah mempunyai 

penghasilan sendiri, dan disamping itu sudah mampu mengurus diri 

dan melindungi kepentingannya sendiri. Dengan demikian, tidak 

tertutup kemungkinan bahwa seorang yang berumur 15 tahun, dalam 

hukum adat sudah diterima sebagai orang yang telah dewasa. 

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, 

maka ada baiknya kita juga menengok pada hukum islam. Menurut 

Juynboll, belum dewasa menurut hukum islam adalah mereka yang 

belum mencapai umur 15 tahun, paling tidak kalau sebelum umur 

tersebut ia telah menunjukkan kematangan seksual itu sebelum umur 9 

tahun, maka ia masih tetap belum dewasa. Maksudnya, seorang belun1 

dewasa bila ia belum berusia 15 tahun, kecuali bila ia sebelum berusia 
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15 tahun, tetapi sesudah berusia 9 tahun telah rnatang untuk hidup 

bersarna dengan anggota jenis kelamin lain. 

2.2. Kedewasaan Dalarn KUH Perdata (BW) dan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah 

rnereka-rnereka yang: 

Telah rnencapai urnur 21 tahun atau Iebih ; 

Mereka yang telah rnenikah, sekalipun belurn berusia 21 tahun. 

Dari ketentuan tersebut, dan dari rnaksud dikaitkannya kedewasaan 

dengan kecakapan bertindak dalarn hukurn adat, dapat disirnpulkan 

bahwa menurut KUH Perdata, orang-orang yang telah disebutkan di 

atas, yaitu orang-orang yang telah berusia 21 tahun _atau lebih dan 

rnereka-mereka yang sudah rnenikah sebelurn rnencapai urnur tersebut 

adalah orang-orang yang sudah bisa rnenyadari akibat hukurn dari 

perbuatannya, dan karenanya cakap untuk bertindak dalarn hukurn. 

Jadi, faktor lain selain unsur usia, yang dipakai KUH Perdata 

untuk rnengukur kedewasaan adalah status "Telah Menikah", terrnasuk 

kalau suarni istri yang bersangkutan belurn rnencapai usia 21 tahun. 

Sedangkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan rnernberikan ketentuan lain rnengenai batas usia dewasa. 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, maka yang dapat melangsungkan perkawinan secara sah 

adalah laki-laki yang telah rnencapai usia 19 tahun dan wanita 16 
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tahun. Dengan adanya Pasal 7 tersebut, syarat umur dewasa dalam 

hukum perdata telah diturunkan menjadi 19 dan 16 tahun. 

Mereka-mereka yang telah melangsungkan pernikahan sebelum 

mereka mencapai umur dewasa, asal sudah memenuhi syarat untuk 

menikah, oleh Undang-undang untuk selanjutnya dengan 

pernikahannya itu, dinyatakan sebagai orang dewasa. 

2.3. Kedewasaan Menurut Hukurn Tanah Nasional 

Kriteria dewasa menurut Hukum Tanah Nasional/BPN ini ada 2 

versi yaitu :24 

o Untuk Warga Negara Keturunan menganut KUH Perdata, 

yaitu 21 tahun ; 

o Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) menganut Undang-

undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 18 tahun atau yang sudah 

kawin. 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, seharusnya ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. 

Perkawinan yang sesudah tahun 1974 seharusnya mengikuti peraturan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun 

warga negara keturunan, supaya tidak ada pernisahan ( diskriminatif), 

kecuali orang tuanya kawin sebelum adanya Undang-undang ini. 

Batasan dewasa menurut hukum tanah nasional sendiri memang 

tidak ada karena bisa diwakili oleh seseorang, karena memperoleh hak, 

24 Wawancara dengan Staf bagian pengukuran dan pendaftaran tanah BPN 
Surabaya, Suindiati , tanggal I November 2004 
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bukan melepaskan haknya. Kalau melepaskan haknya itu lebih ketat, 

batasannya 21 tahun. Kalau belum 21 tahun, hams minta ijin 

pengadilan terlebih dahulu. ltu prosesnya. Pembeli itu bisa dibawah 

umur, tetapi pada saat tanda tangan akte jual belinya itu diwakili oleh 

orang tua/walinya, dan sekarang sertifikatnya itu bisa terbit, di 

dalamnya tertulis atas nama bapaknya, tetapi untuk anak yang belum 

. dewasa namanya siapa. 25 
· 

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa untuk peralihan 

hak sertifikat itu, kalau untuk pembeli bisa lebih lunak, sedangkan 

untuk penjual itu harus tetap karena penjual melepaskan tanah 

seseorang. Kalau sudah beralih, berarti menghilangkan haknya 

seseorang. Kalau membeli, malah memperoleh hak. Itulah alasannya. 

Jadi, meskipun dalam akta jual beli tertulis atas nama orang tua, tetapi 

mewakili anaknya yang belum dewasa, tetapi kalau anaknya itu 

menurut hukum sudah dianggap dewasa, bisa menjual atas nama dia 

sendiri. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai kriteria 

dewasa, kita ketahui bahwa menurut hukum adat, istilahnya adalah 

kuat gawe, baru dianggap dewasa. Kalau menurut KUH Perdata, 

batasan dewasa 21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan menurut Pasal 

50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasnya 18 tahun. 

Dengan banyaknya ragam yang seperti ini, temyata didalam praktek 

25 Wawancara dengan Asisten Notaris-PPAT Surabaya, Abdullah Hafid, 
tanggal 8 September 2004 
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juga bermacam-macam, ada yang mereka dianggap dewasa setelah 18 

tahun karena memang Undang-undangnya yaitu UU No. 1Tahun1974 

tentang Perkawinan Pasal 50 menyatakan demikian. Tapi ada juga 

yang bersikukuh bahwa harus berusia 21 tahun. Itu batasannya. 

Di dalam praktek, kenyataannya yang paling dijadikan pegangan 

adalah umur 21 tahun, padahal dasarnya adalah hukum perdata BW. 

Undang-undang Perkawinan juga Undang-undang, kalau kita adaptif 

hukum Peraturan Perundang-undangan yang datangnya lebih 

kemudian, itu mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang 

setingkat yang datangnya lebih <lulu. BW adalah Undang-undang, 

Perkawinan juga Undang-undang. Berarti, dengan adanya Undang-

undang Perkawinan ini, otomatis BW yang bersangkutan dengan umur 

harus tidak berlaku, apalagi dalam hal dewasa, dalam pengertian 

melakukan tindak pidana, yurisprudensi menyatakan harus 21 tahun. 

Kalau kurang dari 21 tahun harus dinyatakan dibawah umur. Untuk 

mengetahui masalah umur, bisa melalui KTP, akte kelahiran, dan lain-

lain. Kalau KTP bisa dipalsu, sedangkan akte kelahiran susah dipalsu. 

Jadi, untuk mengetahui umur dewasa, kita menggunakan akte 

kelahiran. KTP itu salah satu petunjuk bahwa umur seseorang itu 

sekian, bukan dari segi prinsip berapa umur dewasa itu.26 

26 Wawancara dengan Notari s-PPAT Surabaya, Wachid Hasyim , tanggal 15 
September 2004. 
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Menurut kebanyakan notaris, demi kemanan kedua belah pihak, 

batas usia dewasa adalah 21 tahun. Kalau demikian, dasarnya adalah 

KUH Perdata. Sebenarnya, KTP dan KSK itu sudah cukup merupakan 

bukti otentik untuk mengetahui masalah umur seseorang. Pada 

umumnya, masyarakat kita selalu berpatokan pada KTP, karena 

pemegang KTP harus sudah berusia minimal 17 tahun. Usia tersebut 

hanya dapat diketahui dari akte kelahirannya. 27 

Jadi, memang dalam segi perdata, banyak terjadi dualisme 

hukum yang berlaku, bahkan pluralisme hukum yang berlaku, artinya 

banyak hukum yang berlaku, dan itu adalah hal yang umum yang 

sudah banyak diketahui masyarakat. 

27 Wawancara dengan Notaris-PPAT Surabaya, Lukas Haridjaja Gani , tanggal 
28 Oktober 2004 
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BAB III 

MEKANISME JUAL BELi HAK MILIK ATAS TANAH YANG 

PEMBELINYA BELUM DEWASA 

1. Dalam Praktek Sehari-hari (Menurut PPAT-Notaris) 

Secara fungsional, jabatan PP AT dan Notaris adalah ibarat dua sisi dari 

satu mata uang. Artinya, walaupunjabatannya berbeda, namun mempunyai fungsi 

dan kedudukan yang sama selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta­

akta yang berhubungan dengan tanah, baik dalam bentuk pemberian hak, 

pemindahan hak dan pembebanannya. Sedangkan notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang membuat akta-akta non tanah. 

Jabatan PPAT menurut PP No. 37 Tahun 1998, pada dasarnya 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran 

tanah, yaitu dengan membuat alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan 

hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk 

mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Dengan ditetapkannya PP No. 24 Tahun 1997, maka korelasi lembaga jabatan 

PP AT dengan pelaksanaan administrasi pertanahan semakin jelas. Hal ini terlihat 

adanya kewajiban bagi PPAT untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak tanggal penandatanganan akta tentang adanya peralihan atau pembebanan 

hak atas tanah mendaftarkan akta tersebut pada Kantor Pertanahan setempat. 

Di dalam Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997, PPAT diartikan 

sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah 
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tertentu serta melakukan tindakan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 

melaksanakan tugas pendaftaran tanah dengan membuat akta mengenai perbuatan 

hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan 

dijadikan dasar pendaftaran perubahan data yuridis mengenai tanah tersebut, 

yaitu: 

1. akta jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya mengenai hak . atas 

tanah, kecuali pemindahan hak melalui lelang; 

2. akta pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun ; 

3. akta pemberian hak tanggungan; 

4. akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak 

milik. 

Dan menurut PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1, PPAT ialah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk rnernbuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukurn tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun. 

Yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

menurut Pasal 6 PP No. 37 Tahun 1998 hams memenuhi syarat-syarat antara lain : 

a. Berkewarganegaraan Indonesia 

b. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun 

c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang di 

buat oleh lnstansi Kepolisian setempat 
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d. Belum pemah dihukum penJara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap 

e. Sehat jasmani dan rohani 

f. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program 

pendidikan khusus PP AT yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan tinggi 

g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara 

Agraria Badan Pertanahan Nasional. 

Campur tangan Pemerintah (PPAT dan Seksi Pendaftaran Tanah) 

terhadap peralihan hak-hak atas tanah memberikan jaminan bahwa nama orang 

yang terdaftar benarabenar yang berhak tanpa menutup kesempatan bagi yang 

berhak sebenamya untuk masih dapat membela haknya. 

Di dalam melaksanakan tugasnya, PP AT tidak dapat membuat akta 

tanpa ada suatu kesepakatan yang timbul dari para pihak yang meminta 

dibuatkan akta, dan apabila para pihak telah bersepakat dalam suatu transaksi 

dengan tanah sebagai obyeknya, maka akta tersebut ditandatangani bersama oleh 

para pihak, saksi dan PPAT. 

Selain pihak penjual dan pembeli, di dalam melakukan jual beli itu juga 

dihadiri oleh dua orang saksi. Jika pihak penjual atau pembeli berhalangan datang, 

maka bisa diwakili oleh seorang kuasa yang bertindak atas kuasa si penjual atau si 

pembeli, disamping itu sudah tentu bagi si penjual hams benar-benar mempunyai 
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hak wewenang untuk menjual tanahnya dan bagi pembeli harus memenuhi syarat-

syarat sebagai $Ubyek hak milik. 

Dalam praktek, prosedur jual beli hak milik atas tanah yang pembelinya 

belum dewasa adalah sebagai berikut : Orang tua yang mewakili untuk atas nama 

anaknya datang ke PP AT membawa dokumen-dokumen untuk tanda tangan. 

Secara otomatis, anak tersebut punya hak atas peralihan hak milik atas tanah itu, 

tetapi dia tidak bisa menjualnya sebelum dewasa. Kemudian, orang tuanya 

mendapat aktajual beli.31 

Setelah akta jual beli dibuat, PP AT wajib menahan sertipikat tanahnya 

untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kalau yang 

bersangkutan sendiri yang akan menyampaikannya. Bila ada keragu-raguan 

mengenai kebenaran keterangan yang tercantum pada sertipikat, pihak yang 

berkepentingan dapat mencocokannya dengan keterangan yang ada pada daftar 

buku tanah dengan jalan meminta apa yang disebut "Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Kantor Pertanahan.32 

Kalau yang datang menghadap PP AT bukan pemilik atau pembeli 

sendiri, maka kepadanya harus ada surat kuasa dari pemilik atau pembeli sendiri, 

yang mana dalam surat kuasa itu harus menyatakan adanya wewenang dari si 

pemberi kuasa kepada si penerima kuasa untuk melakukan jual beli itu. 

PPAT Notaris dapat menolak permohonan pembuatan akta PPAT 

dimana para pihak tidak berhak melakukan perjanjian, yaitu obyek perjanjian 

merupakan tanah negara atau milik orang lain, dan para pihak atau salah satunya 

31 Wawancara dengan Staf bagian pengukuran dan pendaftaran tanah BPN Surabaya, 
Suindiati, tanggal I November 2004 

32 Harianto T, op.cit, h. 17 
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belum cukup umur. Untuk pembeli yang masih dibawah umur, ia harus diwakili 

ayahnya yang ~alam akta disebutkan untuk dan atas nama atau dengan kuasa lisan 

membelikan tanah tersebut untuk pembeli, sehingga setelah jual beli, sertifikat 

dapat dibalik nama menjacli atas nama pembeli tersebut. Karena pembeli masih 

dibawah umur, maka orangtuanya menghadap PP AT untuk dan atas nama pembeli 

yang masih dibawah umur tadi. 

Dalam rangka interaksi sosial (PPAT-Notaris dan kliennya), seorang 

PP A T-N otaris selalu mempertimbangkan segi keuntungan yang lebih daripada 

biaya yang dikeluarkannya. Hal ini terlihat dalam kasus yang menyangkut 

ketidaklengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta, terutama 

syarat-syarat non dokumen, seperti keharusan menghadirkan pembuat surat kuasa 

(yang memberi kuasa) kepada salah satu pihak yang menjadi klien. Untuk klien 

yang barn dan belum dikenal sebelumnya, keharusan tersebut cenderung 

dipaksakan untuk dipenuhi sebelum akta dibuat. 

Ada begitu banyak kepentingan (baik klien maupun PPAT-Notaris) 

yang tidak tertampung bila mengikuti secara kaku ketentuan dalam pembuatan 

akta. Misalnya, keharusan PPAT untuk melayani klien secara langsung (tanpa 

dapat diwakilkan), maka pelayanan harus dikantor PPAT-Notaris dan tidak boleh 

mendatangi klien dengan alasan apa pun. Dengan mengikuti peraturan ini, tidak 

hanya klien yang dirugikan, tetapi juga merugikan PPAT, karena klien atau yang 

telah menjadi langganan akan enggan berurusan dengan PPAT tersebut.33 

Menurut prakteknya di lapangan sekarang ini, mestinya notaris tidak boleh 

33 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi 
Konjlik, Kanisius, Yogyakarta, 2001 , h. 133 
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mendatangi klien, tetapi ada hal-hal khusus, yaitu ada yang namanya P JN 

(Peraturan Jab~tan Notaris), tetapi hal itu bisa disimpangi, kalau klien memang 

tidak bisa datang, misalnya karena sakit/sudah tua. Yang terpenting adalah notaris 

bisa membantu kliennya karena itu sudah menjadi kewajibannya.34 

Jadi, menyangkut larangan untuk tidak mendatangi klien, sebenarnya 

seorang PPAT-Notaris dapat mengesampingkan peraturan tersebut karena banyak 

alasan logis yang membenarkannya. Seorang PPAT-Notaris akan menghadapi 

situasi sulit bila kliennya karena berbagai alasan seperti sakit (lumpuh) tidak dapat 

datang ke kantor PPAT-Notaris. Sementara itu, peraturan mengharuskan bahwa 

pembuatan akta harus dihadiri oleh para klien yang bersangkutan. Tidak jarang 

demi kepentingan yang lebih besar, PPAT-Notaris berupaya untuk mendatangi 

kliennya. Alasan lain, yaitu karena tujuan pembuatan akta PPAT tidak lain adalah 

untuk menolong para pihak memperoleh kepastian hukum mengenai perjanjian 

mereka, maka tidaklah tepat bila kepentingan tersebut justru dihalang-halangi oleh 

peraturan yang kaku seperti itu. 

Tugas sebagai PP AT pada dasamya sangat mudah karena segala format 

yang dibutuhkan dalam pembuatan akta telah tersedia. Seorang PP AT hanya 

berkewajiban meminta syarat-syarat yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Justru karena pekerjaan yang serba otomatis itulah, seorang PPAT 

perlu atau membutuhkan kepekaan sosial agar tidak terlalu formalistis, apalagi 

yang mereka hadapi adalah klien-klien yang membutuhkan pertolongan atau 

bantuan PP AT untuk memperoleh akta. 

34 Wawancara dengan Asisten Notaris-PPAT Surabaya, Abdullah Hafid, tanggal 12 
Oktober 2004 
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Dari keterangan yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa 

dasar pertimbangan yang mendasari tindakan PPAT-Notaris yang cenderung 

mengutamakan kepentingan klien dibandingkan dengan peraturan yang bagi 

mereka sangat kaku adalah bahwa tindakan tersebut dianggap lebih bernilai 

dibandingkan dengan tindakan yang sekedar menuruti peraturan yang ada. 

Dengan memilih tindakan tersebut, paling tidak dua kepentingan telah terlayani. 

Pertama ; kepentingan dan persoalan yang dihadapi klien dapat diselesaikan tanpa 

terlalu besar risiko yang menyertai tindakan tersebut. Kedua ; dengan melayani 

mereka, selain klien tidak meninggalkan Notaris-PPAT itu, mereka akan semakin 

percaya, bahkan dapat menjadi langganan yang setia pula. 

2. Perwalian Oleh Orang Tua atau Walinya 

Kalau semua manusia dan badan hukum bisa menjadi pendukung hak 

dan kewajiban, belum berarti bahwa semua subyek hukum bisa dengan leluasa 

secara mandiri melaksanakan hak-haknya melalui tindakan-tindakan hukum. 

Untuk itu, harus ada kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan 

tindakan-tindakan hukum pada umumnya. Ada subyek hukum yang oleh Undang­

undang dinyatakan sama sekali tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum 

(mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit ingatan), ada yang 

tindakannya tidak bisa menimbulkan akibat hukum yang sempurna (anak-anak 

belum dewasa pada umumnya), ada yang mempunyai kewenangan yang terbatas, 

dalam arti harus didampingi atau mendapat persetujuan dari orang lain (membuat 

perjanjian kawin untuk anak-anak yang telah mencapai usia menikah), dan ada 

yang mempunyai kewenangan penuh (mereka yang telah dewasa). 
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Orang tua atau wali pada asasnya adalah orang yang cakap untuk 

bertindak, sebab kalau tidak, ia tidak bisa mewakili anak yang belum dewasa yang 

berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwaliannya. Sekalipun mereka adalah 

orang-orang yang cakap untuk bertindak, tetapi mereka tidak wenang untuk 

mengambil tindakan pemilikan atas harta tertentu milik anak di bawah umur yang 

ada dibawah kekuasaannya. 

Sekalipun Pasal 330 KUH Perdata mengkaitkan kedewasaan dengan 

umur tertentu, dan didalam KUH Perdata berlaku prinsip bahwa yang cakap untuk 

melakukan tindakan hukum adalah mereka-mereka yang telah dewasa, namun hal 

itu tidak berarti bahwa pembuat Undang-undang tidak boleh memberikan 

perkecualian-perkecualian, dan kita memang melihat adanya perkecualian seperti 

itu. 

2.1.Kekuasaan Orang Tua 

Mengenai kekuasaan orang tua 1m, pembuat Undang-undang 

mempunyai 3 prinsip :35 

1. Kekuasaan orang tua hanya ada selama pernikahan antara bapak dan 

ibu anak yang berkenaan berlangsung ; 

2. Kekuasaan orang tua berada di tangan bapak dan ibu, namun 

pelaksanaannya berada di tangan bapak; 

3. Kekuasaan orang tua hanya ada di tangan bapak dan ibu selama 

mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua dengan 

baik. 

35 Tan Thong Kie, Hukum Orang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
Cet. I, Alumni, Bandung, 1987, h. 32 
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Berhubung dengan prinsip tertulis di sub 1, maka anak-anak luar nikah 

tidak berada di pawah kekuasaan orang tua, sebab pemikahan antara orang tuanya 

tidak ada. Tidak mungkin kekuasaan orang tua dan perwalian atas seorang anak 

berjalan bersama. Dalam hal orang tua cerai, maka dengan berak:hirnya 

pemikahan, kekuasaan orang tua juga berakhir. Pengadilan Negeri menentukan 

siapa diantara bapak dan ibu yang menjadi wali dari tiap anak. 

Kekuasaan orang tua meliputi pribadi (persoon) anak dan harta anak. 

Mengenai pribadi anak : Pada umumnya, orang tua berkewajiban memelihara dan 

memberi pendidikan kepada anak mereka dibawah umur. Dan menurut Pasal 301 

ayat 1 KUH Perdata, akibat dari kekuasaan orang tua ialah perwakilan dari ayah 

didalam seluruh perbuatan perdata. Jadi, bagi anak yang ada dalam kekuasaan 

orang tua, maka ayah dan ibu bertindak, baik di dalam maupun di luar hukum 

sebagai wakil menurut Undang-undang. 

Mengenai harta anak : Pengurusan harta anak ada di tangan orang tua yang 

menjalankan kekuasaan orang tua. Pengurusan harta ini mengakibatkan bahwa 

orang tua itu mewakili anak yang berkenaan dalam semua tindakan anak itu tidak 

cakap. Walaupun orang tua sepenuhnya berhak mengurus harta itu, namun ia tidak 

berhak untuk memindahtangankan atau membebankan barang itu, kecuali orang 

tua itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang diletakkan oleh Undang-undang pada 

seorang wali, khususnya yang tertulis dalam Pasal 393 KUH Perdata dst. 

Kekuasaan orang tua berhenti/berakhir apabila :36 

1. Anak yang berkenaan meninggal dunia ; 

36 Ibid, h. 34 
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2. Anak yang berkenaan mencapai usia dewasa ; 

3. P~rnikahan kedua orang tua berakhir ; 

4. Kedua orang tua dipecat ; 

5. Kedua orang tua dibebaskan; 

6. Seorang tua dipecat dan yang lain dibebaskan. 

Dasarnya seorang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dapat 

dipecat dari kekuasaan itu adalah pendirian pembuat Undang-undang bahwa 

negara harus ada kekuasaan atas anak-anak yang tidak dirawat dengan baik-baik 

oleh orangtuanya. Pemecatan seorang tua dari kekuasaan orang tua dapat 

dilakukan oleh Negara, bila orang tua tidak patut dan tidak mau memenuhi 

kewajibannya sebagai pemelihara anak. 

Pengadilan Negeri berhak menghentikan sementara kekuasaan orang tua 

dan memberi wewenang kepada orang tua yang lain atau orang lain atau Dewan 

Perwalian yang dipandang perlu (Pasal 319 f/5 KUH Perdata). Bila bapak yang 

dipecat, maka ibunya yang tetap tinggal dalam satu rumah dengan bapak dan 

anak-anak, sudah jelas tidak dapat berbuat apa-apa (tidak berdaya) ·karena masih 

dalam kekuasaan bapak. Dalam hal ini, jaksa atau Dewan Perwalian atau atas 

kemauannya sendiri, Hakim dapat memutuskan membebaskan ibunya dari 

kekuasaan orang tua (Pasal 319 e/3 KUH Perdata). Kalau ini terjadi, maka 

akibatnya adalah bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan Hakim mengangkat 

seorang wali. Pemecatan dari kekuasan orang tua tidak membebaskan orang tua 

itu dari kewajibannya memelihara dan mendidik anak yang berkenaan (Pasal 319 j 

KUH Perdata). Orang tua yang dipecat dapat memperoleh kekuasaan orang tua 
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atau perwalian kembali, jika alasan yang mengakibatkan pemecatannya tidak ada 

lagi (Pasal 319 .g/l KUH Perdata). 

Berlainan dengan alasan-alasan untuk memecat, maka pembebasan dari 

kekuasaan orang tua dapat diputuskan bagi orang tua yang tidak cakap atau tidak 

mampu untuk memelihara dan mendidik anak. Segala sesuatu tentang 

pembebasan, diatur dalam Undang-undang dalam Pasal 319 a s/d 319 m KUH 

Perdata (Pasal-pasal manajuga mengatur pemecatan). 

2.2. Perwalian 

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan : "Anak-anak yang masih di bawah 

umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum 

menikah. Jika mereka telah menikah, namun pernikahan berakhir sebelum anak 

itu mencapai usia 21 tahun, mereka tidak kembali menjadi anak dibawah umur, 

dengan kata lain, mereka tetap telah dewasa Anak-anak di bawah umur yang 

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian. Pada 

umumnya, seseorang yang diangkat menjadi wali wajib untuk menjalankannya. 

Perwalian adalah suatu jabatan yang baik untuk kepentingan anak yang 

masih di bawah umur maupun untuk kepentingan masyarakat, harus dijalani oleh 

mereka yang ditunjuk untuk itu.37 Kewajiban wali, seperti kewajiban orang tua 

yang melakukan kekuasaan orang tua, pada umumnya adalah rangkap. Ia harus 

memelihara diri dari anak yang dibawah umur dan mengurus kekayaannya. Wali 

memelihara dan mendidik anak menurut kemampuannya dan mewakilinya dalam 

semua tindakan perdata. Sebaliknya, anak harus menghormati walinya. Walaupun 

37 H. F. A. Vollmar, Hukum Keluarga (Menurut KUH Perdata) , Cet. II, Tarsito, 
Bandung, 1990, h.90 
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seorang wali mewakili anak dalam segala tindakan perdata, namun ada beberapa 

tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh anak sendiri, yaitu antara lain : 

a. Mengakui anak luar nikah ; 

b. Membuat surat wasiat ; 

c. Bertindak sebagai pemegang kuasa. 

Ketiga tindakan hukum di atas, tentu saja harus dengan memperhatikan 

batas umur si anak. Wali hams mengurus harta si anak sebagai bapak kepala 

rumah tangga ; harta yang tidak diurus oleh seorang wali adalah harta yang 

dihibahkan kepada anak, dengan ketentuan bahwa pengurusan harta itu diserahkan 

kepada seorang pengurus (Pasal 385 KUH Perdata). 

Suatu perwalian berakhir absolut atau relatif. 

Perwalian berakhir absolut jika :38 

1. Anak mencapai usia dewasa ; 

2. Anak meninggal dunia ; 

3. Anak luar nikah yang diakui, disahkan; 

4. Kekuasaan orang tua kembali lagi setelah diskors atau setelah 

pengampuan orang tua dihapuskan. 

Suatu perwalian berakhir relatif, karena : 

1. Terjadinya suatu alasan yang tidak memungkink:an jadi wali 

(umpama karena ditempatkan di bawah pengampuan) ; 

2. Pemecatan atau pembebasan seorang wali ; 

3. Orang tua setelah dipecat/dibebaskan menjadi wali lagi ; 

38 Ibid, h. 44 
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4. Kematian seorang wali. 

Seperti halnya pada kekuasaan orang tua, maka pada perwalian dapat 

terjadi pemecatan dan pembebasan. Hakim dapat memecat seorang wali atas satu 

anak atau lebih, dan dalam mempertimbangkannya, kepentingan anak adalah hal 

yang menentukan. Setelah dipecat, hanya bapak atau ibu dapat kembali menjadi 

wali, sedangkan wali orang lain (bukan bapak atau ibu) tidak mungkin dijadikan 

wali kembali setelah dipecat (Pasal 382 d KUH Perdata). Atas permintaan tertulis 

sendiri, seorang wali (bukan bapak atau ibu wali) dapat dibebaskan oleh Hakim 

dari perwalian, asal ada orang lain atau suatu yayasan atau lembaga lain yang 

menerangkan tertulis bahwa ia bersedia menjadi wali (Pasal 382 c/2 KUH 

Perdata). 

3. Berdasarkan PP No. 24 Tahon 1997 jo Permen Agraria/ Kepala BPN 

No. 3 Tahon 1997 

Mengenai jual beli terhadap tanah, ini diatur dalam Undang-undang 

Pokok Agraria (UUP A), yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang 

selanjutnya diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan 

pelaksanaan daripada Undang-undang No. 5 Tahun 1960. PP No. 10 Tahun 1961 

ini sekarang dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh PP No. 24 Tahun 1997. 

Meskipun UUP A tidak menjelaskan pengertian jual beli, tetapi 

mengenai jual belinya tersebut diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
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dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat 

dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung 

atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, 

kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan 

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu 

badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud 

dalam Pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnyajatuh 

kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 

membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang 

telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 

Demikian juga dengan PP No. 24 Tahun 1997 juga mengatur mengenai 

jual beli yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: 

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan 
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 
akta yang dibuat oleh PP AT yang berwenang menurut ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di 

Indonesia, kepada Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, demikian ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUP A. Dengan adanya pendaftaran tanah terse but, 

seseorang dapat dengan mudah memperoleh keterangan berkenaan dengan 
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sebidang tanah, seperti hak apa yang dipunyai, dan berapa luasnya lokasi tanah. 

Hal yang de~an ini dalam hukum agraria biasa disebut dengan as~ publisitas. 

Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa : 

"Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terns menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi : pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak­
hak tertentu yang membebaninya." 

PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah ini, 

pada hakekatnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang 

bermuara pada pemberian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah di 

Indonesia 

T ahap akhir dari proses pendaftaran tanah adalah : 

1. Untuk proses pendaftaran pertama hak-hak atas tanah adalah dengan 

penerbitan setipikat tanah ; 

2. Untuk proses peralihan, perpindahan hak atau pembebanan dan 

pencoretannya, akan tercatat dalam daftar-daftar buku tanah dan 

terakhir hams tercatat pula dalam sertipikat tanahnya. 39 

Dengan demikian, serti pikat tanah merupakan alat bukti yang sangat 

penting bagi subyek hukum hak atas tanah. 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ini, ketentuan 

pelaksanaannya dimuat dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. 

39 lrawan Soerodjo, Kepastian Hukum Rak Atas Tanah di Indonesia, Cet I, Arkola, 
Surabaya, 2003, h. 140 
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Secara khusus, peraturan ini mengatur mengenai Pemeliharaan Data Pendaftaran 

Tanah sehubungan dengan perubahan data yuridis dan/atau fisik dari obyek 

pendaftaran tanah. Pasal 94 ayat (2) peraturan ini menguraikan bentuk peralihan, 

sehingga mengakibatkan perubahan data yuridis, yaitu : 

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 

dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya ; 

b. Peralihan hak karena pewarisan ; 

c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 

koperasi ; 

d. Pembebanan hak tanggungan ; 

e. Peralihan hak tanggungan ; 

f. Hapusnya h(lk atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak tanggungan ; 

g. Pembagian hak bersama ; 

h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan 

atau penetapan ketua pengadilan ; 

1. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama ; 

J. Perpanjanganjangka waktu hak atas tanah. 

Sedangkan pada ayat (3 ) Pasal 94 ini, diuraikan hal-hal yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan data fisik, yaitu : 

a. Pemecahan bidang tanah ; 

b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah ; 

c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah. 
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Peralihan hak diatas harus dituangkan dalam ak:ta tanah yang dijadikan 

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Pada peralihan hak 

karena jual beli, akta yang dimaksud adalah akta jual beli. Akta jual beli 

merupakan salah satu akta PPAT, yaitu ak:ta yang dibuat oleh dan dihadapan 

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Akta ini bersifat otentik, artinya 

mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa­

peristiwa yang disebut dalam ak:ta itu. Akta PP AT dibuat sebagai tanda bukti. 

Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan 

menghindarkan sengketa. Dalam ak:ta jual beli, terdapat ketentuan tentang tanah 

yang dijual bebas dari perselisihan dan sitaan. Setelah dibuat ak:ta jual beli, lebih 

baik segera didaftarkan di Kantor Pertanahan. 

Setiap pemindahan hak milik atas semua macam tanah memerlukan ijin 

dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, tetapi mengingat bahwa 

semua permohonan itu tidak dapat ditanggung oleh instansi-instansi pemberi ijin, 

maka perijinan tersebut dibatasi pada tanah-tanah pertanian saja, hal ini 

disebabkan karena tanah-tanah pertanian menyangkut segi-segi sosial ekonomi 

yang lebih besar daripada tanah-tanah bangunan. Oleh sebab pemindahan hak atas 

tanah bangunan hanya menyangkut soal-soal yang bersifat yuridis, maka 

pengawasannya diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Apabila pemohon 

mempunyai banyak tanah, diperlukan ijin dari instansi Agraria.40 

Kepala Kantor Pertanahan adalah pihak yang berwenang menerbitkan 

sertipikat untuk pendaftaran tanah pertama kali, dan apabila terjadi perubahan 

40 Harianto T, op.cit, h. 21 
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pemegang hak atas tanah pada sertipikat karena adanya suatu perbuatan hukum 

hak atas tan~, maka proses balik nama, pembebanan hak tanggungan, 

pencoretan/roya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.41 

Sehubungan dengan pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, Pasal 

I 05 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa : 

(1 ). Pencatatan peralihan hak dalam buku tan.ah, sertipikat, dan daftar 

lainnya dilakukan sebagai berikut : 

a. nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta 

hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat 

yang ditunjuk ; 

b. nama atau nama-nama pemegang hak yang baru, dituliskan pada 

halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi 

tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam 

hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan 

dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau 

·pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan ; 

c. yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertipikat hak 

yang bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama 

pemegang hak lama ; 

d. nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari 

Daftar Nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas 

tersebut dituliskan pada Daftar Nama penerima hak. 

41 Irawan Soerodjo, op.cit, h.202 
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(2) Apabila pemegang hak baru lebih dari 1 (satu) orang dan hak 

tersebut dimiliki bersama, maka untuk masing-masing pemegang 

hak dibuatkan Daftar Nama dan dibawah nomor hak atas tanahnya 

diberi garis dengan tinta hitam ; 

(3) Apabila peralihan hak hanya mengenai sebagian dari sesuatu hak 

atas tanah itu menjadi kepunyaan bersama pemegang hak lama dan 

pemegang hak baru, maka pendaftarannya dilakukan dengan 

menuliskan besamya bagian pemegang hak lama di belakang 

namanya dan menuliskan nama pemegang hak yang baru beserta 

besarnya bagian yang diperolehnya dalam halaman perubahan yang 

disediakan ; 

(4) Sertipikat hak yang dialihkan, diserahkan kepada pemegang hak 

baru atau kuasanya. 

Dalam hal perbuatan hukum atas tanah yang belum terdaftar, maka akta 

PP AT yang bersangkutan dijadikan sebagai alat bukti dalam pendaftaran pertama 

hak tersebut atas nama pemegang hak yang terakhir. 

Akhir dari proses pendaftaran tanah adalah penerbitan sertipikat tanah 

oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sertipikat tanah memberikan kekuatan 

pembuktian bagi subyek hukum yang tercantum namanya dalam sertipikat dan 

manakala suatu ketika terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri. 
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1. Kesimpulan 

BAB IV 

PENUTUP 

a. Si stem yang dipakai sehubungan dengan perbuatan hukum jual beli hak atas 

tanah adalah sistem yang dianut dalam hukum adat, dimana jual beli telah 

terjadi pada saat telah tercapainya kata sepakat dan telah pula ditandatangani 

akta jual belinya. Undang-undang telah menentukan batas umur dewasa 

seseorang, baik itu pada KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan, Hukum 

Islam, Hukum Adat, maupun pada Hukum Tanah Nasional dengan batasan 

kedewasaan yang berbeda-beda. Di dalam praktek, yang paling sering 

dijadikan pegangan adalah umur 21 tahun. Dengan demikian, dasarnya 

adalah KUH Perdata. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan, syarat 

umur dewasa dalam KUH Perdata telah diturunkan menjadi 19 dan 16 

tahun. 

b. Perjanjian jual beli tidak lahir dengan sendirinya, tetapi ia dibuat oleh para 

pihak. Kedua belah pihak adalah subyek yang sama-sama dapat memperoleh 

dan mempunyai (memiliki) hak atas tanah yang ditransaksikan. Penjual dan 

pembeli disertai dua orang saksi datang ke PP AT untuk melakukan jual beli 

dan PP AT membuat akta jual belinya. Pada prinsipnya, orang-orang yang 

belum dewasa tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum dan untuk 

melaksanakan kepentingan-kepentingannya, ia dalam tindakan hukumnya 

harus diwakili oleh wakilnya, yaitu orang tua atau walinya. Dan untuk 
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menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia, 

kepada Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

2. Saran 

a. Hendaknya ada keseragarnan mengenai batas umur dewasa seseorang dalam 

Perundang-undangan, sehingga tidak membingungkan masyarakat dalam 

menentukan batasan kedewasaan tersebut. Dan seharusnya dalam PP No. 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimasukkan kriteria dewasa. 

b. Demi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, sebaiknya perlu 

penyederhanaan prosedur dalam jual beli tanah, dimana ada satu atau 

beberapa unsur yang perlu dihilangkan tanpa mengurangi keabsahan jual 

beli. Misalnya, tidak perlu lagi menggunakan penetapan pengadilan. Kalau 

bisa, cukup menggunakan KTP atau akte kelahiran saja. Selain itu, untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak (pembeli) dalarn melakukan transaksi jual beli tanah, seyogyanya 

dilakukan dihadapan PP AT dan kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan. 
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AKTE JUAL BELi 

No. I I 19 

Pad a hari ini .... .............................................. .......... ... .. .... ....... .... ...... ........ .. .... .... ........... . 

datang menghadap kepada saya .... .. .. ... .... ....... ... ........ ...... ...... ...... ... ............................... . 
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan ........ ... .... ...... .. .... ..... ... ....................... .. ... ....... .. ... ... . 
bcrdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Me11teri Agraria No. J 0/1961 
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah yang dirnaksud dalarn pasal 19 
Peraturan Pcmcrintah No. I 0 tahu11 1961 tcntnng Pcnclafl<1ra11 Tanah untuk wi layah 

dengan clihadiri oleh saksi-saksi yang clikcn:tl olch saya. Pcj ~1 bat Pcmbuat Aktc Tanah 
dan akan discbutkan di bagi8.n akhir aktci ini : 

l. Nama 
Umur 
Pckc1:jaa11 
Kewarganega raan 
Al a rnat 

Sclaku penjual, unluk sc l:111jutny:1 cl isebut Pffl/\K PERT/\MA . --------------------------

2. N a m a 
Umur 
Peke1jaan 
Kewarganegaraan 
Alamat 

Selaku pernbel i, untuk se lanjutnya discbut PlHAK KED UA. -----------------------------

Para pcnghadap dikenal oleh saya, Pej abat Pembuat akta Tanah. 
Pihak pertarna menerangkan dengan ini rnenjua l kepada pihak kedua clan pihak kedua 
m~nerangkan d~i1gan ini membeli dari pihak pertama yaitu : 
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Sebidang tanah : ........ ............................ ........... ................. .. ... ....... .... .. ............ ......... . 
No ...... ....... ....... .. .... ....... .... .... .... .. .. .... ....... ......... ........ .. ... ...... .... ...... ...... .... ....... .. .. ...... . 
Hak mi!ik atas sattian rumah susun tersebut dalam sert ipikat hak milik atas satuan 
ru1nah susun No ....... ....... ................. ............... ...... ........ ... ........... ........ ..... ...... ... .. ...... . 

- .D.iuraikan dalam surat ukur I gambar situasi I gamba;· denah tanggal... ... .... ............ . 
... ..... ...... .. .. .. ................................ No .. ...... ... ... ......... ...... .... .. ..... .......... .... ..... ..... ........ . 
luas ......... ...... ........ ... .......... .... 111

2 
( ... .. .. ........... .. ... . . . ..... . . . ... . .. .. •... · •.....•.•••••••••..•.••..••.••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n1eter persegi ) 
persil N0 .. ... .............. .... Blok .............. ........... Kohir No .. ... ... ......... .. ........ ...... .... . . 

Terletak di : 
Propinsi Oaen1h Ting:kat I : ..... ........... ................. ... ..... .. ........ .. ........................... .. ... . 
Kabupatcn Daerah Tingkat II : ..... ........... .. ............................ .... ................. ..... , ....... . 
K.ecan1atan .... .... ............ ........................ ........... .. .. · .. .... .. ... ................... . 
Desa/Kelurahan ...... .... .... ...... ....................................... .... ... .. .................... . 
J alan/Dusun .. ....... ........ ..... ....... ..... ... .... ...................... .... ... ........ ........ ... . 
Adapt:n luas bidang tanal: yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang ... .... .. ... . 

2 ( . . ) .......... .. .... . . . ........ 111 ........................... ... . . ............ . ........ . ......... .. ....... 111eter perseg1 

c!engan bat;is-batas seb:1gai bcrikut : 
Utara ................. ....... ... ...... .......... ....... ........ .. ..... ..... .. ........ ......... . 
Timur 
Sela tan 
Ba rat ... .............. .. .. ... ..... ......... ... .. .. .... ............................ ..... ; .... .. . 
Jual bcli ini meliputi pula: 

Selanjutnya dalam akta ini disebut "Obyek .Tuai Beli". 
Pihak pertama dan pihak kedua menerai gkan bahwa : . 
a. jual beli ini dilakukan dengan harga : .... ..................... ..... ... .. ........ ......... .................. . 

b. pihak pcrtama mcngakL. tclah mencrima sepenuhnya t!ang terscbut diatas dari 
pihak kedua dan untuk pcnerinrnan uang terscbut ~1kta ini berlaku pula sebagai 
tancfa pcncrima<ln yang s;1h (hvitansi) 

c. jual beli ini cii l(lkukan de1rnn syarnt-syarM sebagai berikut : 
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- Pasal 1 -

M.ulai hari ini obyek ji.1al beli yang diuraikan dalam akta ini telah rnenjadi milik pihak 
kedua dan karenanya segala keunt:.mgan yang didapat dari -, dan segala kerugian /beban 
atas obyek jual beii iersebut diatas ·11enjadi hak /beban pihak kedua. 

- Pasal 2 -

Pihak perlama menjamin,bahwa obyek jual beli terscbul cliatas tidak tersangkut dalam 
suatu sengketa, bebas dari suatu sita;rn dan ticlak lerikat scbagai j;1111inan untuk suatu 
hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun. 

- p, sal 3 -

Jika pend<d1aran peralihan haknya ditolak oleh instansi B;1dan Pertanahan Nasional, 
maka jual beli ini dianggap tidak pernah clilangsungkan. 
Dalam hal demikian maka pihak pe1iama dengan ini rnernberi lrnasa penuh kepada pihak 
kec!ua, kuasa rnana tidak dapat ditarik kembali clan tidak akan berakhir karena sebab­
sebab clan clasar-clasar yang menurut hukurn ata:1 kebiasaan rnengakhiri suatu kuasa, 
untuk dan atas na:,-,a pihak pertama mengnlihkan objek jual bcli terse but kepada pihak 
lain, dengan dibebaskan dari pertangung jawaban sebagai kuasa dan j ika ada pembayai'an, 
sepenuhnya menjadi lrnk pihak kedua. 

- Pasal 4 -

Dalam ha! terclapat perbedaan luas tanah yang rnenjadi obyek jual beli dalam akte in i 
dengan basil pe11gukur::m oleh inslansi Badan Pcrlanahan Nasional. maka ............ ............. . 

- Pasal 5 -

Kedua belah pihak dalam ha! ini dengan 3ega la akibat_nya memilih ternpat kediaman 
hukum yang umun1 C.an tidak berubah prtda Kantor Penitera Pengadilan Negeri ....... .. .... ... . 
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- Pas;1l 6-

13 iaya pernbuatan a!cte ini, uang saksi jan sega la bi a ya mengenai peralihan hak ini , 
dibayar oleh PlHAK KEDUA . -----------------------------------------··----------------------------

- Pasal 7-

Demikianlah akte ini dibuat dihadapan ...... ( ...... )orang sak<; i : --------------------------

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan , maka akta ini ditanda tangani 
atau dibubuhi cap ibu jari oleh p ihak pertama , pihak kedua, saks i-saks i dan saya, Pejabat 
Pembt:at Akte Tanah. 

Pihak Pe1tama Pihak :(edua 

..... ....... ..... ..... ... ... ..... .. . . ... ...... ..... .. .. ..... ... ..... .... ... . 

Pejabat Pembuat Akte Tanah 

.... ... ..... .......... ............ .... ...... 

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BEU INI DIDAFTARKAN 
PEMINDAHAN HAKNYA I~E KA 1 TOR PERTANAHAN KABUPATEN/­
KOTAMADY A, DILARANG CNTUK DIPlNDAI-IKAN KEP ADA PIH.AK LAIN, 
KECUALI JIKA ADA PENOLA KAN DARI INSTANSI PEI<.TANA HAN NAS IONAL 
SEBAGA IMANA DIMAKS UD DJ\l.J\l'vl J!.\S ,i\L 3 AKTA !NJ. 
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SURAT PERNY A TAAN PETOK D HILA NG 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

N a 111 a 
Um u r 
Peke1jaan 
Alarnat 

Menyatakan dengan sebenarnya bahvva kami ( .............. .. ... ... .................. ) betul-betul telah 
mempunyai tanah pertanian seluas ± ............ .. m2 yang terletak di Dusun ... ............ ....... . 
Desa ... .... ................... Kecanrntan ...... ....... .... ............... .. Kabupaten .. ... .. .... ........ .. ............. . 
sebagaimana tersebut pada sektifikat Hak Milik Nomor : ..... ........... ..... , Petok D Nomor : 
... .. ..................... atas nan1a .......... ................... . . 
Adapun Petok D aslinya tidak ada karena hilang. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya . 

. ............................... , .... ....... ................... 199 
J<c1 mi yang mcnyatakan 

......... .. ... ... .. ....... .. ... .. .... .. .. . 

Mengetahui Mengetahui 
Ca mat .... .............. .... .. . Kepala Desa ..... .......... . 

·········· ·················· ········ ······ ····························· ··· ···· 
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Kelurahan 
Nomor 

SURAT KETERANGAN 

(Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MENTERI PERTANIAN DAN AGRARTA No. 2 I 1962) 

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah11<epala Des a .. ......... ... ... .. ...... ..... .. ..... .. ........... .... . . 
Kecamatan ... .............. .. ...... ... .. ... .... ... .... ... .. Kabupaten/Kotarnadya ....... ... .. ..... ................... . 
bersa.ma ini menerangkan bahwa : 

Surat Ketetapan Pajak I-Iasil Bumi 
I. Tanah yang diuraikan dalam 

Persil No. . ..... .... .. ... ... ~ Blok ........ ...... . ( .. ...... ) Kohir/Kekitir No . .... ......... .. ... .... ..... .. .. . 
Juasnya lebih kurang ............. ............ 111

2 
( ...... . . ... . . .. .. .. ...•..... ... . .. . . .. . ..•.•.......... meter 

persegi) terletak di Kelt;rahan/Desa ... .......... ....... ... ........... Kecamatan ... .. ... ........ .. .. ..... . 
Kabupaten/Kotamadya .. ... ... ... ..... . .... ... . . . ... .. . .. . . . . . ....... . adalah benar bekas BAK 
MILIK ADAT. 

2. Be r-batas sebelah: 
Utara 
Timur 
Selatan 
i3arat 

3. tanahnya adalah tanah PERTANIAN/PERUMAHAN 

4. tanah tersebut pacla saat in i adalah kepunyaa n : 
Nam a 
A larnat 
Warga Negara 

Demikian surat keterangan ini dibw.t denga n sesun gguhnya . 

t.anggal 
Nomor 

J\.1 engetahui 
CJ.mat ... .... ..... .. ...... .... ... .. ... . 

..... ....... .. .. ... ..... . ..... tanggal, .... ... ...... .... ...... . 

Lurah/ Kepala Dcsa 
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SURAT PERNY J\T/\J\N TANAl-1-TJ\NAH YANG DIP UN ':i'AJ PEMOHON 
(Pasa l 2 P.M .D.N. S.K 59/D.D.A/\ 970) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Na 1-i1 a 
Pek e rjaan 
Ala m at 

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini karn: te-!ah mempunya i tanah-tanah sebagai 
berikul : 

Hak Milik Hak Guna Hak Guna Usaha Hak Pakai Lain-lain 

Atas N:ima Bangunan 

Bidang Luas !3idm1g Lu as 13idang Lu as Didang ! Luas Bi dang Luas 

i i ---, ! 
I 

I 

I 

I i Pemohon - - - - I - - - - - -

I I i i i I I 
lstri /suami i - - I - -

I 
- I - I - - - -

l'emohon 
I 

! 
Anak yang - - - - I - - - - - -
1t1asili 1111.:11j;1di 
tann11u11 11 ~111 

~:=- .:i 

pcmohon 

Jumlah - J - - - - - - -

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan baik nama/ ...... .................. ... .. ...... . 
Pend a rwran atas nama kami da ri tan ah Hak ... .. .. .. ...... ... ....... ...... .... .. ......... ... ............ ..... .. . 
tersebut pada akta P.P.A.T tangga l 19 Nopember 1993 No . ... ..... ....... ..... .... .... ...... ....... ... . 
Dernikian kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup dituntut dibadapan Pengadilan 
Pidana, bila kemuclian ternyata keterangan kami tidak benar. 

............. ... .. ....... .... .. tanggal ....... ........... ....... ... ... . 
Pernohon 

...... .... .... .. ... ... ....... ....... .. ......... 

*) Asli b.:serta satu rangl:a;Jnya 
harus ditanda tangani diatas materai 
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SURAT PERNY AT AAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

I. Nam a 
2. Um u r 
" Peke1jaan .) . 
4. Te1-i1pat tinggal 

dengan ini menvatakan bahwa kami adalah benar-benar pemilik atas tanah yang berupa 
~ . 

SAWAH - TEGAL, PEKARANGAN *) seluas ....... ....... ....... .... rn2, sebagai diuraikan 
dalam surat ketetapan iti:·an Pembangunan Daerah Tanggal : ......... ... : ....... .. ...... ... .. ......... .. .. . 

terletak di dust111 
Ke! urahan/Desa 
Kecamatan 

Bahwa tanah tersebut benar-benar sebagai tanah hak milik bekas gogolan tetap/yasan 
yanf.! asalnya kemi peroleh dari JUAL BELl/HIBAH/\VARTSAN *) p8da kira-kira tahun 
.. ......... .... .... ....... dari pemilik semula ..... ... ....... .... .... .. ....... ialar; saudara .... ......... ............. . . 

Bahwa diatas tanah tersebut terdapat/tidak tercla:)at *) bangunan berupa : ..................... .... . 

Dengan ini pula kami mcnyatakan bahwa kami s<111ggup mcnganglrnt sumpah dan 
bersedia dituntut di muka Pengarlilan, apabila keterangan kami ini tidak benar dan tanah 
tersebut tidak dalam sengketa, tidak digacl::likan atau sebagai jaminan hutang piutang. 

Demikian surat pernyataan ini kami bual ckngan sebenarnya t<111pa ada tekanan paksaan 
dari siapapun dengan maksud agar dapat dipergunakan seperlunya. 

Mengetahui dan Membenarbn isi pernyClta an tsb. . ................ : .......... tgl. ........ ..... .......... . 
Kepab Desa/Lurah I«1mi yang menyatakan 

······· ·· ··· ············ ··· ·· ······ ·· ········ · ················ ·· ······· ·· ····· ·· ···· ··· 

*) Caret yang tidak perlu 

Tanggal 
Norn or 
Mengetahui clan mengesahkan pernyataan tsb diatas 
C<1mat ..... ............. ..... .. .. ....... ............... . 
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E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNYAI PEMOHON 

20 Le t a k n ya I-laknya l Luasnya Dipcrgunakan 
-=...::___:::_:__:_:.:.._~L.._~~~~--1f--~~~~-"---~~--+~~~----<-~-r-~~ 

F. LAIN-LAL"'! KETERANGAN YANG DlANGGAP PER.LU OLEH PEMOHON . 
21. Kalau pemohon itu badan hukum , sebutkan modalnya (Nasirmal atau Asing). 

No. 

Dibuat dengan sebenarnya di 
Pada tanggal 

P.e mo hon 

······ ········ ···· ······ ········ ·· ·· ······· ········· ·· ······· ··· 

Pe111oho11 terscbut diatas ditolak/diizinkan clengan syara t bahwa jika terny<1ta keterangan­
keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut diatas tidak ber~ ar, maka izin ini menjadi 
batas dengan sendirinya dengan tidak mengurangi kemungkinan dilaksanakannya tuntutan 
terhadap pemohon. , 

*) !\ sl i bcsena salah salu rangkapnya 
hams dit:ind::i t:mgani diatr1s meterai 

**) faba tan pcjabat instansi pcmbcri izin 

t I **) angga, 

*) 

. .. ··· ···· ········· ·· ····· ···· ············· --
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PEl~MOI-IONAN UNTUK MENDAPATKAN lZlN PEl\l!'\mAI-!AN HAK 
M ENURUT PERATU:-ZAN !'vll<:NTEIU AGRARIA No: 14 Talrnn 1961 

A. Kl::TERANGAN MENGENAI. PEMOHON (PIJ-IAK YANG i\'JENERLMA 1-IAK) 
1. Nanw LcnQkap 

Urnur 
·2 . Kebanu.saan 
3. Te111pat Tinggal 

4. Pekcrjaan 
5 P I ·1 eng rns1 an sel<l n111 
6. S usunan keluarga 

(yan~ menjadi N a m a Hubungan Umur 
tanggungan) kcluarga 

I 
I 

B. KETARANGAN MENGENAI YANG MEMPUNYAI SEKARANG 
7. Nama lengkap 
8. 
9. Tempat Tinggal 
I 0. A p:1kah ;1cia h ubu11ga11 kcl uarga/is t i mcwa clengan pe111oh011 ? kalau ada 

bagi'1mana hubungan itu? 
11. Apalrnh karena peminclalrnn h:ik ini ticlak cliltrnggar ketentuan pasal 9 

U11dang-uncl:ing No . 56 Prp . tahun 1960 mcngenai batas minimum pcmilikan 
-~' "~-'~s tanah perlanian ? ____ _ 

C. l<.ETARANGAN MENGENAI TANAI-JNYA . 
12. 1-Iaknya 
13. Luasny'1 
15. Le1ak11y:1 
I 6. Dipcrgunakan t111ttil.: :1 11 :1 

17. Scbutkan bangunan-b:111gu11<111 da11 lan:1ma 11-1:111a11w11 yang bcrliarga yang 
terletak/terd'1pat c!iatas11yn. 

D. ALA SA 1 DART PADA PEM1NDAI-IA . !-TAK YANG DTMOI-IONXAN IZ1N 
l 8. B<.!ntuk p<.!r bual~111 liukumny<1 

tcrsebut d:ilarn akt;-i /s11r:it 
tert:rngg;1J ..... ....... .... .. ........................ No ..... ... ...... ....... .. ............. ........ .. ... ... ... .. . 

10. ;< ctcr:111g:11 n 11 c11grn:1i ~u. 18 lbl:t1: ju:il Lx·li bc::1p;1 l1:1rg:111y:1 2)-- -- - -
Kalau tukar 111e11ukar scblltk;111 bc11c1<1 p-.:-11l!b rny<1? 
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NOTARIS & PEJABAT PEMOUAT AKTA TMlAH 

WAClllD HASYIM, SH. 
ANOHIKA PlNA BLOK &« 
JI. Simpang Oulu'1 38 - 40 

lelp. (031) 5314813, 5312816 Fox. (OJI) :;314750 
SURABAYA Nomor 

K U A S A 

i-::·,:,1cl ;,·,, 1···,;;-:1 1·-- :.\. :i.ni , 

· .. ·' '· i · I :1 I_ <:ii li ;I I' ·i. l:.•1 .\ F· rnr::i ;,·,·· t) " 

Sarjana Hukum~ Notaris di Surabaya, dengan d iha d irj_ 

oleh saksi-sa ksi yang saya cl ;;-:i n --·· -···---

i • • --• 1, ! 1n1 ... T i"i l i,J 111-.ir,r:::D T l<l .I S \Jl'1U~·J I D,J UJ u, !ci vi,·· !'.: '- t <-1 , he 1· -· 

! (.:: .. f 11 ! I ~··~ t.-. tinogal di S urabaya, ,Ji:'<. l C'1 r··, D :i. por··, PCJ u l'-D 

l 7 /I J '.I Tetangga 001, Rukun 

I<" •-···· ·11.11· .-,:i 1·-, .-Jr-·1 Di:<. 1"·mc• '.' l< E: CC:1m;:-1tc:1n \;Junuk1"·on-1 c• 

l<a~tu Tancla P Pncluduk nomor 1 2 .5617. 220553.0001) 

UT: ·l::.u I·:. mF· l ,:'! k 11 i·:. an t .i nc.I ,,,-,1<_ dr··, huk1.1m di:'1 l ;::1m 

.-_ ,J : r ,• l!"1J. t<--.-:·:t ;.:111 d :\. •:::. 1--.. tuju:i. c•l r::·h oi!;;:.L,i:::· r·· ir1·/i:":"< y.:-:"t:.\. t.u 

bPrtempat tinggal d i Surabaya, 

alamat yang sama (pemeganq l<artu Ta n da PPndu -

u n t u k .Ppe r luan ini turut h<:1d _i r · 

mPnandatanqani akta in1. -----

Penqhada p denqa n persetujuan i sterinya 

di atas, dengan ini men eranqkan r-nE:rni:::<E·r i -··· 

Hi'.-iL J i'I 

be~tempat tinggal di Sura b aya, Jalan Diponegoro 

' ' i I l. i-:;:u k un Teta ngga 001, Ruk un l\1;::1 r ·c_:_i ::,1 

I· 1-'' !. \ 11' ,.-,\ h ,,,,_11 U <:'.:·· me:• ~ l<c-:~c: i:'1flii:':\ +:. ,::i r ·1 i\l c::in u k 1·--c::, rnc:• 
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NOTARIS & PEJASAT PEMBUAT AKTI\ TANAH 

WACHID HASYIM, SH. 
N4Dl9<A l'VIZA BlOI< 8/C 
... 5rn!'ong Ouldl 38 -~ 

Tolp. (031) 5314813, 5312816 F ... (031) 5314760 
SURABAYA 

Kartu Tanda Penduduk nomor --------------------

12 .5617.1 70548. 0002). ---------------------

------------- Khusus. ---------------------

Untuk dan ata s nama Penghadap HALIM DJUNAEDI 

n .. 1 ~3 l.IMUvJ I!),) UJ Cl -- ~"-elc:1njutny.:1 

"Pember-i tinc:li::iki:?.n di:~ J. i:'lffl 

art i p~nuh dan seluas-l ua s ny a , d iantaranya menyewa-

mr:nq101l .i.hk d n 

::\·! ·!ll 

Se bidanq tan a h Ha k Milik nomor 804, buku te:ln E:'•. h 

( t. iq .:11·-;:~tu~=.; 

c:liur··,:-:1 .iki::\n 

(dui:~puluh t.\~1j uh) 

tertulis atas na ma HALIM DJLJNAEDI KUSOMOWIDJOJU 

~::-E: r .. ti p:i. k .::1 t 

tdl 1i::1h tanqg a l 17 (tujuhbelas ) April 2003 

t'.i.q.::1) Vc•l11J d :i. l . f. .•l' .. b"itk,::1n C:• :l c:· i ··, F'c·r ·-··· 

I .:-,1·1 :·\ l .. ·1·:':'1 1·1 Surabaya, terletak di. 

Ke lurahan Darmo. -------------------

DE:·m j k i <::111 berikut segala sesuatu yi::1n q 

d:i. 1· .. i ciiatas tanah tersebut, bai k karena 

I.,\' i·1 ~ :·:. u j Ui:·\l .. 11 1y;::,_ <::1t i::1.u rnt:~ nut .. ·ut pc·nc't.i::1 pE:1n Llnc:l .::1nq····· 

di angqa p sebagai harta tetap , 

r·· urn c::1 h . · l e n q k. i:~p c:!E:nq c:i. n 

h . .-::1 q .i ,,,, n ····· h D. q :.\. <:<. 1 ·1 n y '"" yi:?.nq h F:: I' .. d i ,,.. j_ 

rumah di JALAN MUSI NOMOR 44 SURABAYA. 
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1·!0 IA!li$ & d :JAUAI ••tblllJAl AKtA IAllAH 

WAClllD llASYIM, SH. 
ANOH1KI\ f'U\lA BLOK 014 
JI. Simf><\ng nukuh 38 - 40 

folp (Q;,\) 5314813. 5312816 Fax. (031j 5Jl.l/60 
SURABAYA 

\..i1 ·: t 1_\ k !-:. c· pE· r· J \.\.::c.n tr.:: r · ~::.eb u t y r.1n<J cl i bE~ r·· i k u ;;;, ~:,Ee. cl i .... 

hi·_:_.1 ··.i h ,·:c.k 1.J n t. uk mE·nq h,::\di:tp k~?pacli:.1 ~=·: api:tpu n cJ,:.u-1 d.i.m.:~. n .:1 

' 
pun Juga, termasuk kepac:la Notar is/Pejabat F'E•ff!bU i:'I t 

Tanah d a n P~jabat-Pejabat lainnya "'.i"i:'<.nq 

keterang a n-keterangan, 

mt:::mbu.:.:1 t. / t:.ur··u t 

menandatan g ani akte jual beli atau pE;>1 .. ·-·-

\.li:\I :(J k E' l'-uq .i 2.nn y <~ , cl €'In untuk j_ tu 

t ;:i nd <::t huk t :i. mc·n-y·e-::: ,, .. .-:1 !···1 k E<n 

d ij ualnya/dialihkan / d:.i. lepa s kan 

mil.iknya, menerima uang s ewa dan m«?rr: ···· 

. . I I : , , j.: c·_, 1·· 1·1 \i ... :, ,., ·~ 1·:.;;-. t fllF·· ., d k \.\ j.-: dr·, d d r·: m c · r·: L) r::· , .. j .:;:, k i:•.r·1 

' <- ·1: 1 I ,,1 I 11·,c!,.\!--:. i''1r ·, ··· t .:i. r :dEt k d r·1 .::1p «:tpun j uqi'.'1. y;:,c.n<J d .i per· Ju --

J .. ::'11: y· ;:,,,, q L.1c:· r · !··:u hunq <:in d E? nq r::<.r·, mE1. k ~::.ud t e 1·· 1::-E-: hut d .i. ;:1 t;:1 ~;,., 

! '. ! If:• 11 I I!. ill F·• 1·1 CJ I \ 1··· \..\ ~;o;. bc·ntuk pc·1 .. ·:.ij :i.n;:,1n y E:<.f"lCJ 

t:i.da k a da tinrlakan c! i ! . c:· c: u .:::1. I :.\. k i:i n 

ii . <! I .J i. !--. ,,,, u ' 1 Lu i' ~:::. L" ~ : 1 1 r.-:1 t 1. 1 \ · . i. r 1 cl .-::1 k. E1 r ·, di.. r-•<:1· I 1..1 I ... :1r·1 

·/.1: !• i !'i1. \ •:·:. \..\ ~0;; < i 1.'.'11' I [· E· I" f'•(-.:.: I .. :.I. f"l C: :.t :• in i:''1 i-- ;:,, . .it.< .. \ 

I < • r < 1 , 1 , ·\ 1 1 ff• r:I E• ·1 i::1 m <::"i. k t- c:· i '° .. ' ·i 

: ' \''I : I 1,::.1 ! !'I '.3i It< 1 i''i(·J·I ni~;U!'!Ul;I I DJ U,J u tE• r· ~: F· b ut. cl j 
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/ ,,,,1/,1( 1:, '. l' I .J'.11·\I 1'11.<lll;/\ I 1\1< 1" IAllAll 

\\',\C Jlll> 11.\S )'fll l, Sil. 
/\NOHIKJ\ Pl All\ OLOK l l/4 
.A. S<mp.' ng Ou•un 38 . .(() 

lwlp (tl3 1)5J 14813.5317016rax (031 ) !>.J IH GO 
fiUnAA/\V A 

DEMIKIANLAH AKTE INI , 

Dibuat dan di r esmikan di Surabaya, pada hi:1 I'" :.!._ ..... 

cl .:~n ti:~nc:iqr::i 1 c:I i !O'.P but cl :i . .::1 t c::1 ~::. , 

c::ilt:-?h, P1 BDUL L.r'.~H Hr:~F ID , 

Huk.u1 r1 

ber .. tE·rn pr:~. t . 

' tinggal di Surabaya , sebagai saks~-saksi. 

Setel ah akte ini o l e h saya , Notaris bacakan 

kepada penghad ap, para saksi t e r sebut, maka 

c:1k tc: 1n1 ditandangani o l eh penghadap, 

Dilangsungk an denqan 
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PENETAPAN Ji ' / 

Nomor: 518/Pdt.P/2003/PN. Sby 

' 

I \ 
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/ , • . 

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUI-IANAN YANG MAHA ESA" . . .. . ,..l : ' 

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

Perdata permohonan pada pcradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai 

berikut atas permohonan dari : ---------

TATI~ beralamat dijalan Balongsari Blok 5-B/9 Surabaya, yang selanjutnya disebut 

sebagai P EM 0110 N ; --------------------------------------------------------------

Pengadi Ian Negeri terse but ; ----------------------------------------------------------------

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ; ---------

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan; 

Tclah mcmcriksa dan mcncliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Menir:1bang, bahwa Pcmohon telah mengajukan pennohonannya secara tertulis 

tanggal 28 April 2003 yang ditcrima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 

tanggal 19 Juni 2003 terdaftar dibawah nomor register : 518/Pdt.P/2003/PN. Sby telah 

men gem u k aka n ha I-ha I sc ba ga i be ri k u t : ------------ ----------------------------------------------

- Bahwa Pcmohon mcnikah dcngan Suami Pcmohon yang bcrnama M. TIKSAN di kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tcgalsari, Surabaya ; ---------------

- Bahwa dalam perkawinan Pcmohon tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, 

masing-masing dibcri nama : -------------------------------------------------------------

1. SUCI EKOWA Tl, Pcrcmpuan lahir di Surabaya tanggal 26 Maret 1973 ; -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. MOCH. ANDRI SANTOSO, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 26 Nopember 

1979 ; ----------------------------------------------------------

3. SANTI IRA WAT1 , Percmpuan, lahir di Surabaya tangal 5 Januari 1982 ; -----------

4 . MOCH. SETIAWAN, laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 19 Juni 1986; --

5 OKTA VIANA WAT! FIRNANDA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 9 

Oktober I 99 8 ; ------------------------------------ ----------------------· _--------------
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- Bahwa selama dalam pcrkawinan terscbut Pcmohon dcngan. Suami Pcmoho I/ 
(M. TIKSAN) membeli sebuah rumah atau bangunan, yang kemud1an diatas narnak 1 

Pemohon dan anak-anaknya ; ----------------------------------------------------------------------

- Bahwa kenudian Suami Pcmohon pada tanggal 16 September 1999 tclah meninggal 

dun i a ; ------------------------------- ------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 26 Juli 2000, Suarni Pernohon 

meninggalkan ahli waris Pemohon (Tatik) dan ke-5 anaknya sebagai ahli waris; ---------

- Bahwa oleh karena kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan bagi Pemohon 

dan anak-anaknya, maka tanah/rumah tcrscbut hcndak dij ual : -------------------------------

- Bahwa oleh karena rnasih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dcwasa , 

maka keinginan Pemohon untuk menjual · harta tersebut, harus terlebih dahulu 

mendapatkan ij in dari Pengadi Ian Negeri ; -------------------------------------------------------

- Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Balongsari, Kecarnatan Tandes, 

Kotamadya Surabaya sesuai dengan Kartu Susunan Keluarga ; -------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pernohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri 

Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ; ---------------------------

1. Mengabulkan perruohonan Pernohon ; ----------------------------------------------------------

~· Menetapkan Pei 1.ohon (TATIK) sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah 

umur yang bernama : --------------------------------------------------------------------------------

- MOCH. SETIA WAN, laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 19 J uni 1986 ; ----------

- OKTAVIANA WATI FIRNANDA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 9 

0 ktober 199 8 ; -----------------------------~-----------------------------------------------------

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku wali /orang tua kandung dari anaknya 

yang masih dibawah umur untuk menjual hak bagian dari anak dibawah umur tcrsebut 

be ru pa : ------------------------------------------------------------- -----------------------------------

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dcngan Sertifikat Hak 

Milik No.1079, h\gambar situasi No. l 9158 tanggal 28-12-1989 scluas 105 M2
, --------

/nama .. . 
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.J!l"l>' ''~--- . 17~· ~ f~ '/ 
"./\\ !,,~,' 

·i' ~ <:' ~'·'.;' ,; . 

Atas nama I. TAT!K, 2. SUCI [ KOWATI, 3. MOCH. ANDRI SANTOS~·,:~1(s~. \ .. . 
. I' : •, , 

IRA WAT!, 5. MOC! I. Sl.::TlAWAN, 6. OKTAV!ANA WAT! F!KNANDA\__;:-:----------· . · 

\..:~. ' ' ·- . . .· · . · .. ~··: 
4. Mcmbcbankan biava pcrmohonan ini kcpada Pemohon · ---------------------------:~.,.,-i~:~ \"~ · . .',.. 

... ) -· .. ..;:::'t:l::· ··':'"::;, .. . 

Demikianlah atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih ; -----------------

Menirnbang, bahwa. pada hari pcrsidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang 

, menghadap sendiri dipcrsidangan ; ------------------------------------------------------­
r:-
i-
.f. Mcnimbang bahwa atas pcrtanyaan Hakim, · Pc111oho11 mcnyatakan tctap pada 
\ 
'1· 

;;· permohonannya ; ---------------------------------------------------------------------------------------,_ 

Menirnbang, bahwa untuk menguatbn dalil pennohonannya Pemohon 

dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi 

matcrai cukup dan sc tclah dicocokkan olch Hakim tcrnyata scsuai dcngan aslinya yaitu ; ---

- Foto copy Surat Keterangan Nornor : OOO/KS/402.09.04.01.07/2003, tertanggal 13 Juni 

200 3, <1 i bcri tan <la P .1 ; ----,-----------------------------------------------------------------------

Foto copy Surat Pemyataan Ahli Waris nomor : 590/68/402.09.04.01 /2000, tertanggal 

26 Juli 2000, di beri tan da P-2 ; -------------------------------------------------------------------

- Foto copy Kutipan Ak."ta Keluarga atas nama TATU(, Nomor: 125627/97/02658, diberi 

tan d a P-3 ; -------------------- --------------------------------------------------------------------

- Foto copy Surat Nikah dengan Nomor: 9081101 / lll/79 untuk istri, diberi tanda P-4 ; ---

Foto copy Surat Ketcrangan Kcmatian dcngan Nomor : 474/35/402.0V..040107/00, 

tertanggal 4 Nopember 2000, <libcri tanda P-5 ; -----------------------------------------------

- Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : I 079/Kelurahan I3alongsari dengan 

luas I 05 M2 terletak di Kel urahan Balongsari , kecamatan ·randes, Kota Surabaya. 

Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-6 ; ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan 

mengaj ukan sahi-saksi ; -.------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maka segala sesuatu yang terjadi 

dipcrs idangan dianggap tcrmuat dalarn pcnctapan ini ; ---------------------------------------

/Menimhang .. . ... . ........ . .. . 
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. Men11nbang bahwa d<t . i keterangan Para Pernohon dihubungkan dengan surnt-sur;; 

bukt1 yang d1ajukan d1pers1d<"1ga11 maka d1dapat lakla hukum scbaga1 bcnkut : --------------

- Bahwa benar Pcmohon mrnikah dcngan Suami Pcmohon yang bcrnama M. TIKSA,~ di 

kantor Uru.san Agama Kecamatan Tegalsari, Surabaya ; ---------------------------------------

- Bahwa benar dalam perkawi nan Pemohon tersebut telah dilahirkan S (lima) orang anak, 

mas i ng-masi ng di beri nama : -----------------------------------------------------------------------

- SUCI EKOWATI. Pcrcmpuan lahir di Surabaya tang.gal 2<i iv1;1ret 1973 ; -----------

- MOC!!. ANDRI SANTOSO, laki-laki, lahir di Surabaya t;u1 ggal 26 Nupcmber 

l 979 ; ---- -------- -- -- --------- ------ ---- -- -- ------- --- -------------------- ---- -- -- ---------- ----

- SANTI IRAWAl'l; Percmpuan, lahir di Surabaya tanggal .5 .Januari I 'J82 ; ---------

MOCH. SF.T IA W1\N , laki-laki , lallir di Kulon Progo tang.gal I <J .lu111 I 9~<1 ; -------

- OKTA VIANA WA T l FIRNANDA, Perempu.an, lahir di Surabaya, tanggal 9 

0 kto ber 199 8 ; --- ------------------------------------- -- ---------- ------- ----- -- -- ------------

Bahwa benar se!ama dalam perkawinan tersebut l'e111ohon dengan Sua111i ljemohon 

(M. TlKS .\N) mcmbcli scbuah rumah at<lu bangu11a11. y<i ng kc111ud1<111 di<ltas 11amaka11 

Pemohon dan anak-anaknya ; -------------------------------------------------- --------------------

Bahwa benar kernudian Suami Pemohon pada tanggal 16 September 1999 tdah 

rn en in gga l dun i a ; ---------- -- -------~-------------------------- --------------------------------------

Rahwa bcnar berdasa rk;111 SurJt Kcte ra11ga1i \V;iris ta1igg;il ?. <1 .I ul 1 ?.OUO. Su<.11111 

Pemohon meninggalkan ahli war is Pemohon (TaLik) da n ke-5 anakn yd s...:baga i ald1 

\ \ 'Llf l S ; ------- -------------- - ------ ---- -------------------- ------ -- - -------- -------- -- ----------- ---- ----

Bo.hwa benar oleh karena kebutuhan hidup se hari -h;.m dan biaya pcndidikan bagi 

Pcmohon dan anak -anaknya , rnaka tanah/ rurnah tcrscb ut hcndak di_J ual ; -- -------------- ---

B;1hwa benar okh karena masih ada anak Pemohon ya ng masih dibawah umur I belum 

dt\vasa, maka kei ng111an Pernohon untuk mcnJual hana tersebuL h~m1s te rlebih dahu lu 

menc:Wpatkan ij in dari Pengadi Ian Negai ; ------ ---------- --------------------------- ------------
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- Bahwa benar para Pemohon ada lah penduduk Kelurahan Balongsari, Kecamata-:/I 

Tandes, Kotamadya Surabaya sesuai dengan Kartu Susunan Keluarga; I , · 
Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh 

Pemohon, rnaka sudah sepatutnya Pernohon bertindak sebagai Wali Ibu bag, anak-anak 

Pe mo hon ; ------------------------------------------------------------------------------------------------

Menirnbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan rnenurut hukum , 

maka permohonan terse but <la pat di kabu l ka11 ; ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa o!eh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka 

segala biaya yang timbul akibat pennohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ; --------

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan; ---------

MENGADILI 

I. Mengabulkan pcrrnohonan Pcmohon ; ------------------------------------------

2. Menetapkan Pemohon (TATIK) sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah 

um u r yang be mama ; --------------------------------------------------------------------------------

- MOCH. SET!A WAN, laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 19 Juni 1986 ; ------

- OKTA VIANA W /\Tl FIRNANDA, Pcrcmpuan, lahir di Surabaya, tanggal 9 

Ok tober 199 8 ; ----------------------- ----------- --------------------------------------------------

- Membcrikan ijin kepada Para Pcmohon sclaku wali /orang tua kandung dari anaknya 

yang rnasih dibawah umur untuk rnenjual hak bagian dari anak dibawah umur tersebut 

beru pa ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

- Scbidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak 

Milik No. 1079, gambar situasi No . 19158 tanggal 28-12-1989 seluas 105 M2 
.• -

alas nama 1. TJ\TIK, ') SIJCI l·:KOWATI, 3. MOCll. J\NDRI SANTOSO, 4. 

SANTI IRA W /\Tl, 5. MOCll . SETI/\ W J\ N, 6. OKTJ\ VIANA WATI 

f< l !ZN AND A ; ------------------------· -------------------------------------------------------------

/4. Membebankan ...... .. ..... . 
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/Z) 
4. M cm be ba nka11 bi a ya pcnnoho nan i 11 i kc pad a Pcm oho 11 scbcsa r R p. I 0 5 000 ,- (Sera tu/ 1 

~- Ii ma ri bu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah ditetapkan pada hari KA iVllS, tangga l 26 .Juni :?.003 okh karni 

KARSENO ASMOTl.JOSO, S.H Hakim pada Pcngadilan Ncgcri Surabaya, pc11ctapa11 

mana pada hari itu juga diucapkan dalam suatu persidangan yang dibuka untuk umum 

dengan dibantu oleh NY. UARKIAll, S.11 , Panitcra Pengganti pada Pcngadilan Ncgeri 

tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; ---------------------- ------------------------------------------

PANITERA PENGGANTI HAKIM 

NY. BARKIAH, S.1-1 KARSENO ASMOTl.JOSO, S.H 

Rincian Biaya: 

1. Administrasi Rp. 50.000,-

2. Panggilan Rp. 45 .000,-

') Pencatatan Rp. 1.000,-.) . 

4. Redaksi Putusan Rp. 3.000,-

5. Materai Putusan Rp. 6 000,-

Jumlah Rp. I 05.000,-

(seratus lima ribu rupiah) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Jual Beli Hak... Laxmi Ika Puspita



Dicntnt ciisini ; 

- ~::-dnm pcn c to.y.nia ini 1,"C""T'Uny.::ii lcolc;:u:1Um hulru"" J.l·:l&n -

t an~~al 10 juli 2003 ; 

Jtani torn/ Sokrotnris 

TTD 

~ah wa turun.::in ponotapan ini di~orikan untuk ~nn atac -

pcT'll1•h•n,::rn ,c,., •h•n TATI I:, 1mdo. t .:::n1.rn,::;.l ';IJ Juni 20Q 3 ; 

. 
~r-o.bcrjo., ~o _JUM 

Le~ Rp. / z (b 

Mctc r:d K &e>C/'CJ 
p. -----
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